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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga buku "Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan
Transformasi Digital Lintas Negara" dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari
kegelisahan akademis dan komitmen untuk menyediakan referensi
komprehensif yang mengintegrasikan perkembangan teoretis
administrasi publik dengan realitas praktik tata kelola di Indonesia dan
berbagai negara.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik penyelenggaraan
pemerintahan mengalami transformasi fundamental dalam beberapa
dekade terakhir. Era digital, tuntutan transparansi, akselerasi
desentralisasi, dan kompleksitas permasalahan publik kontemporer
menuntut pemahaman yang tidak hanya mendalam secara teoretis,
tetapi juga responsif terhadap dinamika perubahan. Kesenjangan antara
literatur klasik administrasi publik dengan kebutuhan pemahaman
kontekstual Indonesia menjadi motivasi utama penulisan buku ini.

Perjalanan penulisan buku ini dimulai dari pengalaman mengajar selama
lebih dari satu dekade, di mana penulis menyaksikan kebutuhan
mahasiswa akan referensi yang mampu menjembatani teori dengan
praktik, pemikiran global dengan konteks lokal, dan tradisi klasik dengan
inovasi kontemporer. Diskusi-diskusi intensif dengan mahasiswa, kolega,
praktisi birokrasi, dan akademisi dari berbagai institusi memperkaya
perspektif dan memperdalam analisis yang disajikan dalam buku ini.

Struktur dan Pendekatan Buku

Buku ini disusun secara sistematis dalam empat bagian besar yang saling
terkait dan membangun pemahaman progresif tentang administrasi
publik. Bagian Pertama: Fondasi Administrasi Publik menyajikan
landasan konseptual dan teoretis yang komprehensif, mulai dari
pengantar administrasi publik, evolusi pemikiran, hingga landasan
teoretis yang mencakup paradigma klasik hingga kontemporer. Bagian ini
memberikan fondasi intelektual yang kokoh untuk memahami
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kompleksitas administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang terus
berkembang.

Bagian Kedua: Struktur dan Proses Administrasi Publik mengeksplorasi
dimensi organisasional dan operasional, mencakup organisasi publik,
kebijakan publik, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia,
pelayanan publik, hingga etika dan akuntabilitas. Pembahasan dalam
bagian ini mengintegrasikan teori dengan praktik terbaik dari berbagai
konteks, memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana
administrasi publik dijalankan dalam realitas kelembagaan.

Bagian Ketiga: Desentralisasi dan Administrasi Publik Digital
menganalisis dua arus besar transformasi administrasi publik
kontemporer: desentralisasi kekuasaan dan digitalisasi tata kelola.
Desentralisasi dan otonomi daerah dibahas secara mendalam dengan
mempertimbangkan kompleksitas implementasi di Indonesia, sementara
administrasi publik digital dieksplorasi sebagai paradigma baru yang
mengubah fundamental cara pemerintah berinteraksi dengan warga dan
mengelola sumber daya publik.

Bagian Keempat: Metodologi dan Studi Kasus menyediakan toolkit
metodologis untuk penelitian administrasi publik dan menyajikan analisis
empiris melalui studi kasus dari Indonesia. Bagian ini dirancang untuk
menjembatani teori dengan praktik, menunjukkan bagaimana konsep-
konsep teoretis bermanifestasi dalam implementasi kebijakan dan inovasi
tata kelola di lapangan.

Keunikan dan Kontribusi Buku

Beberapa karakteristik yang membedakan buku ini dari literatur
administrasi publik yang telah ada adalah sebagai berikut:

Pertama, pendekatan integratif yang menyatukan tradisi pemikiran klasik
dengan perkembangan kontemporer. Buku ini tidak hanya menyajikan
teori-teori klasik dari para pendiri disiplin seperti Woodrow Wilson, Max
Weber, dan Herbert Simon, tetapi juga mengintegrasikan paradigma
kontemporer seperti New Public Management, New Public Service, dan
Digital Governance dalam kerangka analisis yang koheren.

Kedua, perspektif komparatif lintas negara yang kontekstual. Setiap
pembahasan teoretis diperkaya dengan evidensi empiris dari berbagai
negara, termasuk Indonesia, yang memungkinkan pembaca memahami
universalitas prinsip-prinsip administrasi publik sekaligus partikularitas
implementasinya dalam konteks sosial-politik-budaya yang beragam.
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Ketiga, penekanan kuat pada transformasi digital sebagai arus utama
perubahan administrasi publik. Era digital bukan hanya mengubah cara
pelayanan publik disampaikan, tetapi juga mentransformasi fundamental
relasi negara-warga, mekanisme akuntabilitas, dan paradigma tata kelola.
Buku ini mendedikasikan pembahasan substansial untuk memahami
implikasi digitalisasi terhadap administrasi publik.

Keempat, orientasi pada praktik dan implementasi. Setiap konsep teoretis
diilustrasikan dengan contoh-contoh konkret, studi kasus, dan analisis
implementasi kebijakan, sehingga pembaca tidak hanya memahami teori
tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam konteks praktis
penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, inklusivitas metodologis yang menyajikan beragam pendekatan
penelitian dalam administrasi publik, dari kuantitatif hingga kualitatif, dari
studi kasus hingga action research. Hal ini memberikan pembaca toolkit
yang komprehensif untuk melakukan penelitian administrasi publik yang
mendalam dan relevan.

Target Pembaca dan Penggunaan Buku

Buku ini dirancang untuk melayani beragam segmen pembaca dengan
kebutuhan yang berbeda. Bagi mahasiswa program sarjana dan
pascasarjana llmu Administrasi Publik, IImu Administrasi Negara, limu
Pemerintahan, dan disiplin terkait, buku ini dapat berfungsi sebagai
textbook komprehensif yang menyediakan fondasi teoretis dan
pemahaman praktis yang diperlukan untuk menguasai disiplin
administrasi publik. Struktur sistematis dan pembahasan progresif
memudahkan pembelajaran bertahap dari konsep dasar hingga analisis
tingkat lanjut.

Bagi praktisi birokrasi, administrator publik, dan pembuat kebijakan,
buku ini menawarkan kerangka analitis untuk memahami kompleksitas
organisasi publik, mengidentifikasi best practices, dan mengembangkan
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Studi kasus dan analisis
implementasi kebijakan memberikan wawasan praktis yang dapat
diadaptasi dalam konteks masing-masing institusi.

Bagi peneliti dan akademisi, buku ini menyediakan review komprehensif
literatur administrasi publik, kerangka teoretis yang solid, dan identifikasi
gap penelitian yang dapat menjadi starting point untuk pengembangan
penelitian lanjutan. Diskusi teoretis yang mendalam dan analisis kritis
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terhadap berbagai paradigma memberikan landasan untuk kontribusi
ilmiah yang orisinal.

Bagi masyarakat umum yang concern dengan tata kelola publik, buku ini
menawarkan pemahaman accessible tentang bagaimana pemerintah
bekerja, mengapa reformasi birokrasi penting, dan bagaimana warga
dapat berpartisipasi dalam proses demokratis secara lebih bermakna.

Keterbatasan dan Ruang Pengembangan

Sebagai karya akademis, buku ini tentu memiliki keterbatasan yang perlu
diakui. Dinamika administrasi publik yang sangat cepat, terutama terkait
transformasi digital dan inovasi tata kelola, berarti bahwa beberapa
pembahasan mungkin perlu pemutakhiran seiring perkembangan waktu.
Cakupan geografis studi kasus, meskipun telah berupaya inklusif, masih
dapat diperluas untuk menangkap keragaman praktik administrasi publik
yang lebih luas.

Kompleksitas administrasi publik sebagai fenomena multidimensional
juga berarti bahwa tidak semua aspek dapat dibahas dengan kedalaman
yang sama. Beberapa topik spesifik seperti administrasi pelayanan publik,
administrasi pendidikan, administrasi kesehatan, administrasi lingkungan,
atau administrasi kebencanaan mungkin memerlukan pembahasan
tersendiri yang lebih mendalam dalam publikasi terpisah.

Kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk
penyempurnaan edisi mendatang. Administrasi publik adalah disiplin
yang hidup dan terus berkembang, dan buku ini harus dipandang sebagai
kontribusi dalam percakapan akademis yang berkelanjutan, bukan
sebagai kata akhir yang definitif.

Buku Wakaf

Buku ini merupakan "Buku Wakaf" keempat penulis yang diterbitkan
Unfari Press untuk siapa saja yang memerlukan. Versi PDF digital open
access dapat diunduh gratis melalui website Unfari Press atau platform
digital lainnya, sedangkan versi cetak dapat dicetak, disebarluaskan,
difotokopi, dan didistribusikan ulang tanpa izin khusus, selama non-
komersial dan mencantumkan atribusi Unfari Press serta penulis.
Penyebarluasan buku ini melalui kerjasama platform edukasi digital
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memungkinkan akses tanpa biaya bagi mahasiswa dan masyarakat luas di
Indonesia maupun global.

Ucapan Terima Kasih

Terselesaikannya buku ini merupakan hasil dukungan dan kontribusi dari
berbagai pihak. Apresiasi mendalam kami sampaikan kepada:

Civitas akademika Universitas Al Ghifari, terutama Fakultas lImu Sosial
dan llmu Politik serta Magister [Imu Administrasi UPMI, atas penyediaan
lingkungan akademis yang mendukung pengembangan pengetahuan dan
penulisan ilmiah. Dukungan institusional ini menjadi fondasi penting
dalam penyusunan buku ini.

Para mahasiswa yang menjadi mitra diskusi, mengajukan pertanyaan
kritis, dan memberikan sudut pandang yang memperkaya pemahaman
tentang administrasi publik. Semangat dan keingintahuan mereka
menjadi pendorong penyelesaian karya ini.

Kolega akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah
berbagi pengetahuan, memberikan masukan konstruktif, dan terlibat
dalam diskusi yang memperdalam analisis buku ini. Jejaring akademis
tersebut merupakan aset intelektual yang sangat berharga.

Para praktisi dan administrator publik yang membagikan pengalaman
implementasi kebijakan dan inovasi tata kelola, memberikan landasan
empiris untuk menghubungkan teori dengan praktik. Dedikasi mereka
dalam pelayanan publik menjadi inspirasi pengembangan pemahaman
administrasi publik yang lebih baik.

Keluarga tercinta atas dukungan moral, kesabaran, dan pengertian selama
proses penulisan. Waktu yang digunakan untuk riset dan menulis adalah
pengorbanan yang tak terlupakan.

Penerbit Unfari Press atas kepercayaan menerbitkan buku ini dan
memfasilitasi penyebaran pengetahuan lebih luas. Profesionalisme dan
komitmen mereka terhadap literatur akademis Indonesia sangat dihargai.

Penutup

Buku ini dipersembahkan sebagai kontribusi untuk pengembangan
disiplin Administrasi Publik di Indonesia dan upaya menyediakan referensi
komprehensif yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan praktik
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tata kelola publik yang lebih baik. Transformasi administrasi publik
menuju sistem yang lebih responsif, akuntabel, efisien, dan demokratis
memerlukan komitmen berkelanjutan dari akademisi, praktisi, pembuat
kebijakan, dan warga negara.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perjalanan
menuju tata kelola publik Indonesia yang lebih baik. Kritik, saran, dan
masukan untuk penyempurnaan sangat dinantikan sebagai bagian dari
proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
peningkatan praktik administrasi publik, dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia.

Bandung, 3 November 2025

Penulis,

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.
Dr. H. Deden Suhendar, M.Si.
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PENGANTAR PENERBIT

Unfari Press dengan penuh kebanggaan mempersembahkan buku
"Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital
Lintas Negara" karya Dr. H. Gunawan Undang, M.Si. dan Dr. H. Deden
Suhendar, M.Si. sebagai kontribusi signifikan bagi pengembangan
literatur administrasi publik Indonesia. Buku ini hadir sebagai jembatan
yang menghubungkan kebutuhan akademis dengan tuntutan praktis
penyelenggaraan pemerintahan di era digital. Dengan pendekatan
komprehensif yang mengintegrasikan perspektif teoretis universal dan
praktik lokal yang kontekstual, karya ini menawarkan analisis mendalam
tentang evolusi administrasi publik dari paradigma klasik hingga
transformasi digital kontemporer. Kehadiran buku ini diharapkan dapat
memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik sekaligus
memberikan panduan praktis bagi para akademisi, praktisi pemerintahan,
dan mahasiswa dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan
modern yang semakin kompleks.

Kedua penulis buku ini memiliki ikatan historis yang kuat dengan Unfari
Press dan Universitas Al Ghifari. Sosok Dr. H. Gunawan Undang, M.Si. dan
Dr. H. Deden Suhendar, M.Si. tidak hanya dikenal sebagai akademisi yang
kredibel, tetapi juga sebagai pionir yang berperan penting dalam merintis
dan mendirikan Universitas Al Ghifari bersama sahabat-sahabat
seperjuangan lainnya. Dedikasi dan kontribusi keduanya terhadap dunia
pendidikan dan penerbitan telah teruji melalui kiprah panjang mereka
sebagai Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi Penerbit "Siger
Tengah Grup" selama kurang lebih 15 tahun (1989—2005). Pengalaman
tersebut tidak hanya mengasah kapasitas mereka dalam pengelolaan
publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat berarti
bagi pengembangan lembaga-lembaga kependidikan di bawah naungan
Yayasan Al Ghifari, termasuk Universitas Al Ghifari dan Unfari Press itu
sendiri. Perjalanan karier keduanya mencerminkan konsistensi dalam
mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan tinggi dan pengembangan
literatur akademik berkualitas di Indonesia.
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Gerakan Wakaf Buku: Filosofi Berbagi Pengetahuan

Buku ini adalah karya wakaf keempat yang dipersembahkan penulis
dalam "Gerakan Wakaf Buku". Seperti tiga buku sebelumnya, buku ini
tidak diperjualbelikan dan bersifat open access bagi siapa saja. Filosofi
ini mencerminkan pemahaman bahwa pengetahuan adalah amanah
yang harus disebarluaskan, bukan komoditas yang diperdagangkan
untuk keuntungan pribadi.

Wakaf ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam dipandang sebagai
sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama bermanfaat
bagi orang lain. Keputusan mewakafkan keempat buku menunjukkan
integritas moral yang melampaui kepentingan material, membuka
akses seluas-luasnya bagi mahasiswa, praktisi, peneliti, atau siapa saja
yang ingin belajar tanpa hambatan finansial.

Kontinuitas Karya Akademis dan Wakaf Penulis

Buku ini menandai perjalanan intelektual konsisten dalam
mengembangkan kajian administrasi publik di Indonesia. Keempat
buku wakaf yang terbit 2022-2025 menunjukkan dedikasi luar biasa
dalam berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang
kontekstual namun berdialog dengan perkembangan global.

Buku wakaf pertama (2022), "Administrasi Keuangan Negara:
Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi
Daerah" — kerjasama Unfari Press dengan Galeripadi, menjadi fondasi
memahami dimensi fiskal dalam desentralisasi Indonesia. Buku
monografi merupakan wakaf kedua (2023), yakni "ID-StM Framework
& PRACYF: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, menunjukkan keberanian
intelektual dalam mengembangkan kerangka analitis original untuk
memahami kesenjangan kebijakan sosial. Buku wakaf ketiga (Maret
2025), "Teori llmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital", menandai
ekspansi ke fondasi teoretis ilmu-ilmu sosial dengan akses gratis bagi
seluruh civitas akademika.
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Posisi Buku Wakaf Keempat

Buku keempat ini merupakan kulminasi dan sintesis dari tiga karya
sebelumnya, melanjutkan misi demokratisasi pengetahuan. Jika buku
pertama fokus pada administrasi keuangan, kedua pada disparitas
kebijakan, dan ketiga pada fondasi teoretis, maka buku ini
mengintegrasikan semua dimensi dalam kerangka administrasi publik
holistik dan kontemporer.

Progresivitas intelektual terlihat jelas: dari fokus spesifik, berkembang
ke framework analitis, meluas ke fondasi teoretis, hingga mencapai
sintesis komprehensif. Buku ini mengintegrasikan perspektif mikro,
meso, dan makro dalam satu kerangka analisis koheren.

Keunggulan dan Keunikan Buku

Pertama, komprehensivitas cakupan dari fondasi teoretis, struktur
organisasional, hingga transformasi digital dan desentralisasi. Kedua,
keseimbangan teori-praktik dengan contoh implementasi dan studi
kasus yang membumi. Ketiga, perspektif komparatif lintas negara
yang memperkaya pembelajaran dari best practices global. Keempat,
integrasi transformasi digital sebagai tema yang menyatu dalam
setiap dimensi administrasi publik. Kelima, kontekstualisasi Indonesia
yang mempertimbangkan karakteristik unik sistem politik, budaya,
dan tantangan pembangunan.

Kontribusi dan Harapan

Kami berharap buku ini berkontribusi pada lima level. Pertama,
sebagai referensi komprehensif bagi mahasiswa dan dosen
administrasi publik. Kedua, menstimulasi penelitian lanjutan yang
lebih spesifik. Ketiga, menginspirasi reformasi birokrasi dan
peningkatan tata kelola publik hingga tingkat desa. Keempat,
meningkatkan literasi publik tentang administrasi pemerintahan.
Kelima, menginspirasi gerakan wakaf buku lebih luas di kalangan
akademisi Indonesia.
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Undangan Partisipasi

Unfari Press mengundang berbagai pihak untuk terlibat: akademisi
untuk mewakafkan karya ilmiah, institusi pendidikan untuk
mengadopsi dan mendistribusikan buku wakaf, organisasi masyarakat
sipil untuk bermitra dalam distribusi ke perpustakaan desa dan taman
baca, perpustakaan untuk mengkoleksi dan menyediakan akses,
teknolog untuk mengembangkan platform digital, dan pembaca untuk
menyebarluaskan kepada yang membutuhkan.

Penutup

Dengan kerendahan hati, Unfari Press mempersembahkan buku wakaf
ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap buku ini
menjadi  referensi bermanfaat, menginspirasi pembelajaran
berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan praktik administrasi
publik Indonesia.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas wakaf ilmu ini,
melimpahkan pahala jariyah kepada penulis, dan menjadikan buku ini
ladang amal yang terus berbuah manfaat. Semoga gerakan ini
menginspirasi tradisi berbagi pengetahuan yang lebih luas di Indonesia
untuk terwujudnya tata kelola publik yang lebih baik.

Selamat membaca, selamat belajar, selamat berbagi, dan semoga
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik tata
kelola publik.

Bandung, November 2025

Penerbit,

Unfari Press

Xii



Gunawan Undang & Deden Suhendar

Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... iii
PENGANTAR PENERBIT ...ix
DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xviii

BAGIAN | FONDASI ADMINISTRASI PUBLIK ... 1

BAB 1 PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK ... 1

1.1 Definisi dan Konsep Dasar Administrasi Publik ... 2

1.2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Administrasi Publik ... 5

1.3 Transformasi: Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik ...

1.4 Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis ... 16
1.5 Peran Administrasi Publik dalam Negara Modern ... 19

1.6 Tantangan Administrasi Publik di Era Digital ... 22
ReferensiBab 1 ... 28

BAB 2 TEORI ADMINISTRASI PUBLIK ... 31

2.1 Asal-usul Administrasi Publik sebagai Disiplin lImu ... 32
2.2 Tokoh-tokoh Perintis Administrasi Publik ... 36

2.3 Perkembangan Administrasi Publik di Dunia ... 42

2.4 Paradigma-paradigma dalam Administrasi Publik ... 46
ReferensiBab 2 ... 53

BAB 3 LANDASAN TEORITIS ADMINISTRASI PUBLIK ... 57
3.1 Teori Klasik Administrasi Publik ... 58

3.2 Teori Perilaku dalam Organisasi Publik ... 62

3.3 Teori Sistem dalam Administrasi Publik ... 68

3.4 Teori Pilihan Publik ... 74

3.5 New Public Management ... 80

3.6 Tatakelola Pemerintahan dan New Public Service ... 86
Referensi Bab 3 ... 93

BAGIAN Il STRUKTUR DAN PROSES ADMINISTRASI PUBLIK ... 97
BAB 4 ORGANISASI PUBLIK ... 97

4.1 Karakteristik Organisasi Publik ... 99

4.2 Struktur dan Desain Organisasi Publik ... 101

4.3 Budaya Organisasi dalam Sektor Publik ... 102

Xiii

8



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

4.4 Perubahan dan Transformasi Organisasi Publik ... 103

4.5 Kepemimpinan dalam Administrasi Publik ... 104

4.6 Etika dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik ... 105

4.7 Hubungan Administrasi Publik dengan llmu Pemerintahan ... 106
4.8 Administrasi Publik Bukanlah Administrasi Mikro ... 107
ReferensiBab 4 ... 111

BAB 5 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK ... 115
5.1 Sistem Kepegawaian Negeri ... 117

5.2 Rekrutmen dan Seleksi PNS ... 118

5.3 Pengembangan Kapasitas SDM ... 120

5.4 Manajemen Kinerja Pegawai ... 121

5.5 Sistem Kompensasi dan Penghargaan ... 123

5.6 Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme PNS ... 124
ReferensiBab 5 ... 129

BAB 6 KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK ... 131
6.1 Konsep Kepemimpinan Publik ... 131

6.2 Gaya dan Pendekatan Kepemimpinan ... 134

6.3 Kepemimpinan Transformasional ... 138

6.4 Kepemimpinan dalam Era Digital ... 142

6.5 Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan ... 145

6.6 Tantangan dan Masa Depan Kepemimpinan Publik ... 148
Referensi Bab 6 ... 150

BAGIAN Il KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASI ... 153

BAB 7 MANAJEMEN KINERJA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK ... 153
7.1 Konsep dan Teori Manajemen Kinerja Publik ... 154

7.2 Sistem Pengukuran dan Indikator Kinerja ... 157

7.3 Evaluasi dan Penilaian Kinerja ... 160

7.4 Teknologi dan Digitalisasi Manajemen Kinerja ... 163

7.5 Budaya Kinerja dan Pengembangan SDM ... 166

7.6 Tantangan dan Masa Depan Manajemen Kinerja Publik ... 169
ReferensiBab 7 ... 174

BAB 8 PELAYANAN PUBLIK ... 177

8.1 Konsep dan Prinsip Pelayanan Publik ... 178
8.2 Standar dan Kualitas Pelayanan Publik ... 182
8.3 Inovasi dalam Pelayanan Publik ... 185

Xiv



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

8.4 E-Government dan Digitalisasi Layanan ... 187
8.5 Pengukuran Kepuasan Masyarakat ... 190

8.6 Studi Kasus Pelayanan Publik Terbaik ... 191
Referensi Bab 8 ... 194

BAB 9 ETIKA DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK ... 197
9.1 Konsep dan Prinsip Etika Administrasi Publik ... 198

9.2 Sistem Akuntabilitas Publik ... 201

9.3 Transparansi dan Keterbukaan Informasi ... 205

9.4 Anti-Korupsi dan Integritas Institusional ... 208

9.5 Partisipasi Publik dan Demokratisasi Tata Kelola ...211

9.6 Masa Depan Etika dan Akuntabilitas Digital ... 215
ReferensiBab 9 ... 217

BAGIAN IV TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS ... 219

BAB 10 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ... 219

10.1 Konsep dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ... 221
10.2 Transparansi dalam Administrasi Publik ... 225

10.3 Akuntabilitas Publik ... 228

10.4 Partisipasi Masyarakat dan Media ... 232

10.5 Responsivitas dan Efektivitas Pemerintahan ... 235

Referensi Bab 10 ... 238

BAB 11 ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK ... 241

11.1 Landasan Filosofis Etika Publik ... 242

11.2 Dilema Etis dalam Administrasi Publik ... 244

11.3 Kode Etik Pegawai Negeri ... 246

11.4 Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan ... 248
11.5 Pengungkapan Pelanggaran dalam Sektor Publik ... 250
Referensi Bab 11 ... 253

BAB 12 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ... 255

12.1 Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) ... 257
12.2 Audit Internal dan Eksternal ... 261

12.3 Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko ... 264
12.4 Transparansi dan Akuntabilitas ... 268

Referensi Bab 12 ... 273

XV



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

BAGIAN V ISU KONTEMPORER DAN MASA DEPAN ... 275
BAB 13 DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH ... 275
13.1 Konsep Desentralisasi dan Dekonsentrasi ... 277
13.2 Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia ... 280
13.3 Hubungan Pusat-Daerah ... 284

13.4 Manajemen Pemerintahan Daerah ... 288

13.5 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah ... 294
Referensi Bab 13 ... 300

BAB 14 ADMINISTRASI PUBLIK DIGITAL ... 303

14.1 Transformasi Digital dalam Administrasi Publik ... 304
14.2 Pemerintahan Elektronik dan Layanan Digital ... 308
14.3 Inovasi Teknologi dalam Birokrasi ... 311

14.4 Keamanan Siber dan Privasi Data ... 314

14.5 Kecerdasan Buatan dalam Layanan Publik ... 317
Referensi Bab 14 ... 322

BAB 15 MANAJEMEN KRISIS DAN BENCANA ... 325

15.1 Konsep dan Teori Manajemen Krisis dalam Sektor Publik ... 327
15.2 Sistem Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Risiko ... 330
15.3 Koordinasi dan Kolaborasi dalam Manajemen Krisis ... 333

15.4 Komunikasi Krisis dan Manajemen Media ... 335

15.5 Pembelajaran dari Krisis COVID-19 dan Reformasi Sistem ... 338
Referensi Bab 15 ... 343

BAB 16 ADMINISTRASI PUBLIK KOMPARATIF ... 345

16.1 Pendekatan Studi Perbandingan dalam Administrasi Publik ...
347

16.2 Model Administrasi Publik di Berbagai Negara ... 351

16.3 Praktik Terbaik Internasional dalam Administrasi Publik ... 355

16.4 Adaptasi Model Global untuk Konteks Indonesia ... 360

Referensi Bab 16 ... 366

BAGIAN VI APLIKASI DAN STUDI KASUS ... 369

BAB 17 METODOLOGI PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK ... 369

17.1 Paradigma Penelitian dalam Administrasi Publik ... 371

17.2 Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Administrasi
Publik ... 374

17.3 Studi Kasus sebagai Metode Penelitian Administrasi Publik ... 377

XVi



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

17.4 Penelitian Tindakan dalam Konteks Administrasi Publik ... 380
17.5 Penulisan Karya llmiah Administrasi Publik ... 382
Referensi Bab 17 ... 384

BAB 18 STUDI KASUS ADMINISTRASI PUBLIK INDONESIA ... 387
18.1 Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan ... 388
18.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah ... 394

18.3 Desentralisasi Sektor Pendidikan ... 400

18.4 Governance Rural dan Pembangunan Desa ... 408

18.5 Analisis Lintas Kasus dan Pembelajaran ... 416

Referensi Bab 18 ... 426

BAB 19 EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA ADMINISTRASI
PUBLIK ... 429

19.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Sektor Publik ... 430

19.2 Metodologi Evaluasi Program Pemerintah ... 435

19.3 Sistem Monitoring Dan Evaluasi Terpadu ... 439

19.4 Indikator Kinerja dan Dashboard Governance ... 443

19.5 Evaluasi Dampak dan Pembelajaran Organisasi ... 447
Referensi Bab 19 ... 454

BAB 20 MASA DEPAN ADMINISTRASI PUBLIK ... 457

20.1 Tren Global dan Tantangan Masa Depan ... 459

20.2 Transformasi Digital dan Artificial Intelligence dalam
Administrasi Publik ... 464

20.3 Governance Berkelanjutan dan Adaptif ... 470

20.4 Citizen-Centric Government dan Collaborative Governance ... 475

20.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi Masa Depan ... 481

Referensi Bab 20 ... 488

GLOSARIUM ... 491

INDEKS ... 505
RIWAYAT HIDUP PENULIS ... 509

Xvii



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Visualisasi Hierarki Pemikiran Administrasi Publik Wilson

(1887) ... 3
Gambar 1.2: Hierarki Transformasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik ...
26

Gambar 3.1. Pengembangan Siklus Teori Sistem ... 71

Xviii



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

BAGIAN |
FONDASI ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 1
PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK

Pendahuluan

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik penyelenggaraan
pemerintahan telah mengalami transformasi fundamental sejak
kemunculannya pada akhir abad ke-19. Sebagai fondasi utama dalam
sistem tata kelola negara, administrasi publik menjadi jembatan vital
antara aspirasi politik masyarakat dengan implementasi kebijakan
yang dapat dirasakan langsung oleh warga negara. Pemahaman
komprehensif tentang konsep, karakteristik, dan dinamika
administrasi publik menjadi prasyarat esensial bagi setiap individu
yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai
akademisi, praktisi, maupun warga negara yang aktif berpartisipasi
dalam proses demokrasi.

Bab ini menyajikan pengantar menyeluruh tentang administrasi publik
yang mencakup lima dimensi fundamental. Pertama, eksplorasi
mendalam tentang definisi dan konsep dasar administrasi publik yang
telah berkembang dari paradigma klasik hingga kontemporer,
termasuk evolusi pemikiran dari Wilson (1887) hingga paradigma tata
kelola digital masa kini. Kedua, analisis komprehensif tentang ruang
lingkup dan  karakteristik unik administrasi publik yang
membedakannya dari bentuk administrasi lainnya, dengan penekanan
pada kompleksitas akuntabilitas dan orientasi kepentingan publik.

Ketiga, pembahasan sistematis tentang perbedaan mendasar antara
administrasi publik dan administrasi bisnis, yang penting untuk
memahami mengapa pendekatan manajerial sektor swasta tidak
dapat begitu saja diterapkan dalam konteks sektor publik. Keempat,
eksplorasi peran strategis administrasi publik dalam negara modern
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yang mencakup fungsi implementasi kebijakan, pelayanan publik,
pengaturan, dan fasilitasi partisipasi demokratis. Kelima, identifikasi
dan analisis tantangan kontemporer administrasi publik di era digital,
termasuk transformasi teknologi, tuntutan transparansi, dan
kompleksitas tata kelola yang semakin meningkat.

Setiap sub-bab dirancang untuk saling melengkapi dan membangun
pemahaman progresif tentang administrasi publik sebagai ilmu dan
praktik. Pendekatan analitis yang digunakan mengintegrasikan
perspektif teoretis dengan evidensi empiris dari berbagai konteks,
dengan perhatian khusus pada relevansi dan aplikabilitas dalam
konteks Indonesia. Diskursus akademik disajikan dengan bahasa yang
sederhana namun tetap mempertahankan kedalaman ilmiah,
memungkinkan pembaca untuk memahami kompleksitas administrasi
publik tanpa kehilangan nuansa teoretis yang penting.

Kontribusi bab ini terhadap pemahaman administrasi publik terletak
pada sintesis komprehensif antara tradisi klasik dan perkembangan
kontemporer, dengan penekanan pada relevansi praktis dalam
konteks Indonesia. Setiap konsep dan teori yang dibahas
dikontekstualisasikan dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia, menciptakan keterkaitan antara teori universal dengan
praktik lokal yang spesifik.

1.1 Definisi dan Konsep Dasar Administrasi Publik

Evolusi Historis Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu dan praktik telah
mengalami evolusi dari OPA (old public administratios) ke NPA (new
public administration) yang signifikan sejak kemunculan OPA pada
akhir abad ke-19. Woodrow Wilson (1887), yang sering dianggap
sebagai bapak administrasi publik modern, melalui esainya yang
berjudul "The Study of Administration”, telah menggunakan
terminologi administrasi publik: "Public administration is detailed and
systematic execution of public law” dalam Political Science Quarterly,
2(2), hal. 212. la peletak dasar pemikiran bahwa administrasi publik
harus dipelajari secara terpisah dari politik untuk mencapai efisiensi
dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wilson
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menekankan pentingnya pemisahan antara kebijakan dan
implementasi, yang kemudian menjadi salah satu fondasi teoretis
dalam pengembangan disiplin administrasi publik.

Definisi administrasi publik telah mengalami perkembangan yang
dinamis seiring dengan perubahan paradigma dan tantangan yang
dihadapi sektor publik. Secara tradisional, administrasi publik
didefinisikan sebagai implementasi kebijakan pemerintah melalui
organisasi dan prosedur birokrasi (Weber, 1922). Max Weber, melalui
teori birokrasinya, memberikan kontribusi fundamental dengan
mengidentifikasi karakteristik organisasi birokrasi yang ideal,
termasuk hierarki yang jelas, spesialisasi tugas, aturan formal, dan
sistem merit dalam rekrutmen pegawai.

VISUALISASI HIERARKI
PEMIKIRAN ADMINISTRASI PUBLIK WILSON (1887)

DIKOTOMI STRUKTURAL
o Politik & Administrasi Publik
e Dikotomi Politik dengan
Administrasi Publik

i \’

MEKANISME PRINSIP FUNDAMENTAL
e Merit Sistem o |[Imu terapan objektif
e Profesionalisasi o Efisiensi & efektivitas

B |
U

PENDEKATAN PENGEMBANGAN
e Studi Komparatif
o |Imiah-objektif

(berjangka panjang)

Gambar 1.1 Visualisasi Hierarki Pemikiran Administrasi Publik Wilson
(1887)

Sumber: Diadaptasi Gunawan Undang (2025), sumber Wilson, W.
(1887). The Study of Administration. Political Science
Quarterly, 2(2), 197-222.
https://www.jstor.org/stable/2139277
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Definisi Kontemporer Administrasi Publik

Dalam konteks kontemporer, definisi administrasi publik telah
berkembang menjadi lebih komprehensif dan multidimensional, yakni
transformasi dari OPA ke NPA. Menurut Handbook of Theories of
Public Administration and Management (2021), administrasi publik
dapat dipahami sebagai studi dan praktik pengelolaan urusan publik
yang mencakup implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya
publik, dan penyediaan layanan kepada masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan kolektif yang telah ditetapkan melalui proses
demokratis. Definisi ini mencerminkan perluasan ruang lingkup
administrasi publik yang tidak hanya terbatas pada implementasi
kebijakan, tetapi juga mencakup aspek manajerial, pelayanan publik,
dan akuntabilitas demokratis.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD,
2023) dalam The Principles of Public Administration mendefinisikan
administrasi publik sebagai sistem organisasi, proses, dan praktik
yang digunakan pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan politik
menjadi hasil yang konkret bagi masyarakat. Definisi ini menekankan
pada aspek transformasi kebijakan menjadi keluaran dan hasil yang
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, menunjukkan orientasi
yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil.

Pengaruh Paradigma Manajemen Publik Baru

Perkembangan NPA - administrasi publik kontemporer - juga
dipengaruhi oleh paradigma New Public Administration (NPM) yang
berkembang sejak dekade 1980-an. Hood (1991) memperkenalkan
konsep manajemen publik baru yang menekankan pada efisiensi,
pengukuran kinerja, dan adopsi praktik manajemen sektor swasta
dalam konteks sektor publik. Paradigma ini telah mengubah
pemahaman tradisional tentang administrasi publik dari yang semula
berfokus pada proses dan prosedur menjadi lebih berorientasi pada
hasil dan kepuasan masyarakat.
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Bibliometric analysis yang dilakukan oleh Ismail dan Hartati (2023)
mengungkapkan bahwa tren penelitian administrasi publik
kontemporer menunjukkan keseimbangan yang diperlukan antara
aplikasi praktis dan pengembangan teori. Penelitian mereka
mengidentifikasi kata kunci yang paling populer dalam literatur
administrasi publik, termasuk pembangunan, praktik administrasi,
dampak kebijakan, penelitian administrasi publik, data besar, dan
efisiensi. Temuan ini menunjukkan bahwa definisi administrasi publik
saat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks teknologi digital dan
pendekatan berbasis data.

Konsep Dasar dan Prinsip Fundamental NPA

Konsep dasar NPA pun mencakup prinsip-prinsip fundamental yang
membedakannya dari administrasi dalam konteks lain. Pertama,
prinsip kepentingan publik, yang menjadi orientasi utama dalam
setiap keputusan dan tindakan administratif. Kedua, prinsip
akuntabilitas demokratis, yang mengharuskan setiap tindakan
administratif dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
melalui mekanisme demokratis. Ketiga, prinsip transparansi dan
keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola yang
baik. Keempat, prinsip keadilan dan kewajaran dalam penyediaan
layanan publik kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Aristigueta (2024) dalam penelitiannya tentang "Democracy at Risk in
the United States" menekankan bahwa konsep dasar administrasi
publik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi.
Administrasi publik berperan sebagai instrumen untuk merealisasikan
nilai-nilai demokratis melalui implementasi kebijakan yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dan menjamin partisipasi publik
dalam proses pengambilan keputusan.

Wicaksono et al. (2025) dalam kajian literatur sistematis mereka
tentang paradigma New Public Administration dalam era
pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa konsep dasar administrasi
publik harus adaptif terhadap perubahan konteks politik dan sosial.
Mereka mengidentifikasi evolusi dari paradigma tradisional yang
hierarkis menuju paradigma yang lebih kolaboratif dan partisipatif.
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Berdasarkan berbagai perspektif teoretis dan empiris tersebut, dapat
disimpulkan bahwa definisi dan konsep dasar administrasi publik
merupakan konstruk yang dinamis dan multidisiplin. Administrasi
publik tidak hanya melibatkan aspek teknis implementasi kebijakan,
tetapi juga dimensi politik, sosial, ekonomi, dan teknologis yang saling
berinteraksi dalam menciptakan nilai bagi masyarakat. Pemahaman
yang komprehensif tentang definisi dan konsep dasar ini menjadi
fundamen penting untuk menganalisis fenomena dan tantangan
administrasi publik dalam konteks yang lebih spesifik dan aplikatif.

1.2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Administrasi Publik
Dimensi Horizontal dan Vertikal Ruang Lingkup

Ruang lingkup administrasi publik mencakup spektrum yang luas dari
aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari level mikro dalam
pelayanan langsung kepada masyarakat hingga level makro dalam
formulasi dan implementasi kebijakan nasional. Karakteristik
administrasi publik yang unik membedakannya dari bentuk
administrasi lainnya, terutama dalam hal orientasi nilai, akuntabilitas,
dan kompleksitas lingkungan operasional.

Secara horizontal, ruang lingkup administrasi publik mencakup seluruh
sektor dan fungsi pemerintahan. OECD (2023) dalam Government at a
Glance 2023 mengidentifikasi domain utama administrasi publik yang
meliputi: (1) formulasi dan implementasi kebijakan publik; (2)
pengelolaan sumber daya manusia sektor publik; (3) manajemen
keuangan publik dan penganggaran; (4) pengadaan barang dan jasa
publik; (5) pelayanan publik dan pemerintahan digital; (6) regulasi dan
pengawasan; (7) manajemen risiko dan manajemen krisis; dan (8)
kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Secara vertikal, ruang lingkup administrasi publik mencakup berbagai
tingkatan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah. Ladner et al. (2019) dalam studi komparatif mereka tentang
otonomi lokal di 39 negara, mengidentifikasi dimensi-dimensi otonomi
daerah yang mencakup otonomi hukum, otonomi administratif, ruang
lingkup kebijakan, otonomi fiskal, dan keleluasaan politik. Penelitian
mereka menunjukkan bahwa administrasi publik di level sub-nasional
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memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada derajat
desentralisasi dan sistem pemerintahan yang dianut.

Karakteristik Fundamental Administrasi Publik

Karakteristik fundamental administrasi publik yang pertama adalah
orientasi pada kepentingan publik. Berbeda dengan organisasi swasta
yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, administrasi publik
memiliki mandat untuk mengutamakan kepentingan kolektif
masyarakat. Pribadi dan Igbal (2022) dalam tinjauan literatur mereka
tentang tata kelola demokratis mengidentifikasi lima isu penting
dalam administrasi publik: "pemerintahan,"” "publik," "kebijakan,"
"politik," dan "institusional." Mereka menemukan bahwa sub-isu
seperti "pemerintahan yang bertanggung jawab," "partisipasi publik,"
"urusan publik," dan "kepentingan publik" menjadi karakteristik
definitif administrasi publik.

Karakteristik kedua adalah akuntabilitas multipel. Administrasi publik
harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada berbagai
pemangku kepentingan termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, media,
dan masyarakat. Berenschot (2018) dalam penelitiannya tentang
reformasi pelayanan sipil di Indonesia menunjukkan bahwa
kompleksitas akuntabilitas ini sering kali menciptakan ketegangan
antara mekanisme akuntabilitas yang berbeda dan dapat
mempengaruhi efektivitas reformasi birokrasi.

“Karakteristik fundamental administrasi publik:
berorientasi pada kepentingan publik, akuntabilitas
multiple, otoritas legal-rasional, sensitivitas politik,

pengawasan publik dan transparansi, digital dan
teknologi.”
Karakteristik ketiga adalah otoritas legal-rasional sebagaimana
dikonseptualisasikan oleh Weber (1922). Administrasi publik
beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan
peraturan, bukan berdasarkan karisma personal atau tradisi. Aspinall
(2014) dalam studinya tentang demokratisasi dan desentralisasi
layanan kesehatan di Indonesia menunjukkan bagaimana perubahan
kerangka hukum mempengaruhi karakteristik dan kinerja administrasi
publik di level lokal.
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Karakteristik keempat adalah sensitivitas politik. Administrasi publik
beroperasi dalam lingkungan yang sangat terpolitisasi dimana
keputusan dan tindakan dapat memiliki implikasi politik yang
signifikan. Gilad (2021) dalam penelitiannya tentang administrasi
publik menggunakan metode campuran (mixed methods)
mengargumentasikan bahwa kompleksitas politik memerlukan
pendekatan metodologis yang canggih untuk memahami dinamika
administrasi publik secara komprehensif.

Dimensi Temporal dan Teknologi Digital

Ruang lingkup administrasi publik juga mencakup dimensi temporal
yang mencakup aktivitas operasional jangka pendek hingga
perencanaan strategis jangka panjang. Indahsari (2020) dalam
penelitiannya tentang New Public Administration sebagai upaya dalam
tata kelola mengidentifikasi tiga strategi utama: reorganisasi
administrasi publik, desentralisasi kemitraan dan jaringan, dan inovasi.
Ketiga strategi ini mencerminkan ruang lingkup temporal administrasi
publik yang mencakup reformasi struktural jangka panjang hingga
inovasi operasional jangka pendek.

Karakteristik kelima adalah pengawasan publik dan transparansi.
Administrasi publik beroperasi di bawah sorotan publik dan harus
menjaga tingkat transparansi yang tinggi. Rahman et al. (2025) dalam
penelitian mereka tentang dinamika korupsi dalam desentralisasi dan
sentralisasi kekuasaan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan
bagaimana karakteristik transparansi dan akuntabilitas
mempengaruhi hasil tata kelola dalam konfigurasi politik yang
berbeda.

Ruang lingkup administrasi publik dalam era kontemporer juga
mencakup dimensi digital dan teknologi. Kurniawati et al. (2019)
dalam penelitian mereka tentang pemerintahan elektronik dan
reformasi birokrasi menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas
ruang lingkup administrasi publik untuk mencakup penyampaian
layanan digital, analitik data, dan keamanan siber sebagai bagian
integral dari fungsi administratif.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup
administrasi publik sangat luas dan multidimensional, mencakup
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berbagai level pemerintahan, sektor, dan fungsi. Karakteristik
administrasi publik yang unik membedakannya dari bentuk
administrasi lainnya dan memberikan kompleksitas yang khas dalam
studi dan praktik administrasi publik.

1.3 Transformasi: Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik

Dalam konteks Indonesia - perubahan istilah dari Administrasi Negara
ke Administrasi Publik - mencerminkan evolusi konseptual yang
fundamental dalam memahami hakikat, tujuan, dan orientasi
penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi terminologi ini bukan
sekadar pergeseran semantik, melainkan refleksi dari perubahan
paradigma dan orientasi tentang bagaimana negara berinteraksi
dengan masyarakat, bagaimana kekuasaan publik dijalankan, dan
bagaimana nilai-nilai demokratis diintegrasikan dalam praktik
administrative dimana negara sebagai aktor utama (state-centered).

Evolusi dari birokrasi sebagai mesin negara ke disiplin multidimensi
yang menekankan nilai governance, demokrasi, dan partisipasi
menandai perjalanan intelektual yang kompleks dan berkelanjutan.
Pergeseran ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai
respons terhadap dinamika global yang mencakup kritik teoretis,
tuntutan demokratisasi, pengaruh teknologiinformasi, dan munculnya
konsep tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif.

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini memiliki signifikansi khusus
mengingat perjalanan sejarah bangsa dari era kemerdekaan dengan
orientasi pengembangan tatakelola yang sentralistik, melalui
momentum reformasi 1998, hingga era digital yang menuntut
transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Pemahaman
mendalam tentang transformasi paradigma ini menjadi krusial untuk
mengevaluasi perkembangan administrasi publik Indonesia dan
merancang arah pengembangan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat demokratis.

Latar Historis: Dominasi Paradigma Administrasi Negara

Pada tahap awal perkembangannya, terutama dalam literatur
Indonesia periode 1950-1980-an, istilah Administrasi Negara
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mendominasi diskursus akademis dan praktik penyelenggaraan
pemerintahan. Paradigma ini menempatkan birokrasi sebagai
instrumen utama negara dalam melaksanakan program pembangunan
nasional, dengan orientasi yang kuat pada efisiensi, kepatuhan, dan
sentralisasi kewenangan. Fokus utama Administrasi Negara adalah
optimalisasi mesin birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan
politik.

Landasan teoretis paradigma Administrasi Negara dibangun atas
kontribusi beberapa pemikir klasik yang memberikan kerangka
konseptual untuk memahami birokrasi dalam konteks negara modern.
Woodrow Wilson (1887) melalui esainya "The Study of Administration”
meletakkan dasar pemikiran tentang pemisahan politik dari
administrasi, mengargumentasikan bahwa administrasi merupakan
domain teknis yang dapat dan harus dipisahkan dari pertimbangan
politik untuk mencapai efisiensi maksimal. Visi Wilson tentang
administrasi ilmiah yang netral dan profesional menjadi fundamen
intelektual untuk mengembangkan birokrasi yang dapat melayani
negara dengan efektif tanpa terpengaruh oleh dinamika politik
partisan.

Max Weber (1922) memberikan kontribusi yang tidak kalah
fundamental melalui konseptualisasinya tentang birokrasi rasional-
legal. Weber mengidentifikasi karakteristik ideal organisasi birokrasi
modern yang mencakup otoritas yang didasarkan pada hukum dan
peraturan, hierarki yang jelas dan terstruktur, spesialisasi fungsi
berdasarkan keahlian teknis, aturan formal yang mengatur seluruh
aspek operasional, dan sistem rekrutmen berdasarkan merit dan
kualifikasi profesional. Model birokrasi Weberian ini menjadi
blueprint yang mempengaruhi desain dan implementasi sistem
administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Weber mengonseptualisasikan birokrasi rasional-legal
dengan struktur hierarki yang terorganisir, Gulick-Urwick
mengembangkan kerangka fungsional POSDCORB,
sementara Indonesia mengimplementasikan paradigma
Administrasi Negara sebagai state-centris.”
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Luther Gulick dan Lyndall Urwick (1937) melalui karyanya “Papers on
the Science of Administration” memperkenalkan kerangka fungsional
yang kemudian dikenal dengan akronim POSDCORB, yang mencakup
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan
Budgeting. Kerangka ini memberikan panduan praktis yang
komprehensif untuk mengorganisir dan mengelola aktivitas
administratif dalam konteks pemerintahan, dengan penekanan yang
kuat pada rasionalitas, sistematisasi, dan koordinasi hierarkis sebagai
kunci efektivitas administrasi.

Dalam konteks Indonesia, konsep Administrasi Negara berkembang
dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan
pembangunan nasional pasca-kemerdekaan. Periode Orde Lama dan
Orde Baru menandai era dimana birokrasi diposisikan sebagai
instrumen utama dalam pelaksanaan program development
administration. Era Orde Baru khususnya menandai implementasi
paradigma Administrasi Negara yang paling sistematis dalam sejarah
Indonesia, dimana birokrasi diposisikan sebagai tulang punggung
pembangunan nasional dengan penekanan kuat pada sentralisasi
kewenangan, hierarki yang ketat, dan orientasi pada pertumbuhan
ekonomi yang terukur melalui target-target kuantitatif dalam Rencana
Pembangunan Lima Tahun.

Faktor-Faktor Pendorong Transisi Global

Pergeseran dari Administrasi Negara menuju Administrasi Publik
merupakan hasil dari konvergensi beberapa faktor yang saling
memperkuat dan menciptakan momentum untuk transformasi
paradigma. Faktor pertama adalah munculnya kritik teoretis yang
fundamental terhadap asumsi-asumsi dasar paradigma klasik. Herbert
Simon (1947) melalui karyanya "Administrative Behavior" memberikan
kontribusi revolusioner dengan mengkritik pandangan normatif
tentang administrasi dan memperkenalkan konsep “rasionalitas
terbatas” (bounded rationality). Simon mendemonstrasikan bahwa
asumsi tentang rasionalitas penuh dalam pengambilan keputusan
administratif tidak realistis, karena administrator beroperasi dalam
kondisi informasi yang terbatas, waktu yang terbatas, dan kapasitas
kognitif yang terbatas. Kritik ini menggoyahkan fondasi teoretis
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paradigma klasik dan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih
realistis tentang kompleksitas proses administratif.

Faktor kedua adalah munculnya gerakan New Public Administration
(NPA) pada dekade 1960-an yang dipimpin oleh generasi muda
akademisi administrasi publik yang tidak puas dengan orientasi
paradigma klasik. Dwight Waldo (1968) sebagai salah satu tokoh kunci
NPA menekankan pentingnya reorientasi administrasi publik dari
obsesi terhadap efisiensi menuju komitmen yang lebih kuat pada
keadilan sosial, partisipasi warga, dan responsivitas terhadap isu
ketidaksetaraan. Gerakan NPA menantang asumsi bahwa administrasi
dapat bersifat value-neutral dan menegaskan bahwa administrator
publik memiliki tanggung jawab moral untuk mempromosikan
keadilan dan kesetaraan sosial sebagai bagian integral dari fungsi
administratif.

“Transisi global dari Administrasi Negara ke
Administrasi Publik didorong konvergensi faktor
rasionalitas administratif, gerakan NPA, NPS, NPM,
governance multipihak OECD.”

Paradigma New Public Management (NPM) yang berkembang pada
dekade 1980-an dan 1990-an menjadi faktor ketiga yang sangat
berpengaruh dalam transformasi paradigma. Christopher Hood (1991)
memperkenalkan konsep NPM sebagai paradigma yang mengadopsi
prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sektor publik. David Osborne dan Ted Gaebler
(1992) melalui "Reinventing Government" mempopulerkan konsep
pemerintahan kewirausahaan dengan prinsip-prinsip seperti steering
rather than rowing dan meeting the needs of the customer, not the
bureaucracy: menekankan pada pengendalian untuk memenubhi
kebutuhan “pelanggan” (publik), bukan kepentingan birokrat.
Pengaruh NPM terhadap transformasi terminologi sangat signifikan
karena paradigma ini menekankan bahwa fokus administrasi bukan
pada kepentingan negara melainkan pada kepentingan publik sebagai
customer yang harus dilayani dengan optimal.
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Faktor keempat adalah munculnya konsep pemerintahan yang
mengubah pemahaman fundamental tentang peran pemerintah
dalam tata kelola masyarakat. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan (OECD, 2021) melalui berbagai publikasinya telah
memperkenalkan prinsip-prinsip good governance yang menekankan
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi multipihak.
Konsep governance mengakui bahwa kolaborasi penyelenggaraan
urusan publik melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor
swasta, masyarakat sipil, dan berbagai aktor non-negara lainnya dalam
jaringan kemitraan yang kompleks.

Faktor kelima adalah perkembangan dalam administrasi publik
kontemporer yang menekankan keterhubungan antara politik dan
administrasi. Penelitian mutakhir oleh Tom Christensen et al. (2025)
dan Kenneth Meier (2025) menegaskan bahwa administrasi publik
tidak dapat dilepaskan dari politik, karena birokrasi memainkan
peran aktif dalam perumusan kebijakan, bukan hanya implementasi.
Rekonseptualisasi hubungan politik-administrasi ini memiliki implikasi
fundamental terhadap pemahaman tentang akuntabilitas, legitimasi,
dan peran administrator publik dalam sistem demokratis.

Konteks Indonesia: Perjalanan Transformasi Nasional

Transformasi dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik di
Indonesia dapat dipahami melalui tiga fase yang mencerminkan
evolusi sistem politik dan tata kelola bangsa. Fase pertama mencakup
era Orde Lama dan Orde Baru (1945-1998), dimana paradigma
Administrasi Negara  mendominasi  sebagai  development
administration. Birokrasi dipandang dan difungsikan sebagai agen
utama pembangunan nasional, namun sering digunakan sebagai
instrumen kontrol politik yang sentralistik. Era Orde Baru khususnya
menandai periode implementasi paradigma Administrasi Negara yang
paling sistematis, dengan birokrasi yang kuat dan tersentralisasi
sebagai tulang punggung pencapaian target-target pembangunan
ekonomi yang ambisius.

Fase kedua dimulai dengan momentum Reformasi 1998 yang
membawa perubahan paradigma fundamental dari state-centered
menuju public-oriented dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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Reformasi politik membuka ruang yang luas bagi demokratisasi,
desentralisasi, dan transparansi birokrasi. Undang-Undang Nomor
22/1999 menjadi tonggak penting menggeser orientasi dari
sentralisasi kewenangan menuju pemberian otonomi substantif
kepada pemerintah daerah. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945
memberikan landasan konstitusional untuk paradigma administrasi
publik yang lebih demokratis dan akuntabel, dengan penguatan sistem
checks and balances dan jaminan hak asasi manusia.

“Transformasi administrasi publik Indonesia
berlangsung dalam tiga fase: era Orde Lama-Orde
Baru (1945-1998) dengan paradigma sentralistik;
Reformasi 1998 dari state-centered ke public-
oriented melalui demokratisasi, desentralisasi; dan
digital (2000-sekarang) dengan SPBE citizen-centric.”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik merupakan legislasi yang mencerminkan pergeseran
paradigma dari government secrecy menuju transparency dan public
right to information. Undang-undang ini tidak hanya memberikan hak
legal kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, tetapi
juga menciptakan kewajiban proaktif bagi institusi publik untuk
menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari
akuntabilitas demokratis.

Fase ketiga adalah era digital dan good governance yang berlangsung
dari tahun 2000 hingga sekarang, dimana administrasi publik
Indonesia semakin fokus pada tata kelola berbasis teknologi digital
melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Wicaksono et al. (2025) dalam kajian literatur sistematis
mereka tentang paradigma NPA dalam era pemerintahan Jokowi
menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi membawa peluang
yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan. Namun, implementasi transformasi
digital juga menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk
resistensi internal dari budaya birokrasi yang masih hierarkis,
kesenjangan infrastruktur teknologi yang signifikan antar daerah, dan
ketimpangan kapasitas dalam penguasaan teknologi digital di antara
aparatur sipil negara.
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Salah satu karakteristik menarik dari era ini adalah munculnya
berbagai inovasi di tingkat pemerintah daerah yang mencerminkan
adopsi paradigma Administrasi Publik yang lebih responsif dan citizen-
centric. Kota Surabaya dengan program e-government dan smart city
initiatives, Provinsi DKl Jakarta dengan sistem pelayanan digital
terintegrasi, serta Kabupaten Banyuwangi dengan program digitalisasi
komprehensif merupakan contoh implementasi paradigma
Administrasi Publik yang inovatif. Inovasi-inovasi ini
mendemonstrasikan bahwa transformasi menuju paradigma yang
lebih public-centric dan technology-enabled dapat direalisasikan
meskipun dalam konteks keterbatasan institusional dan budaya
organisasi yang masih dalam proses transisi.

Implikasi Transformasi untuk Masa Depan

Pergeseran dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik
membawa implikasi yang mendalam, baik secara akademis maupun
praktis, untuk pengembangan disiplin dan profesi di masa depan.
Secara akademis, transformasi ini menghasilkan perluasan objek
kajian yang signifikan dari fokus pada internal tugas pemerintah
menuju pemerintahan multi-aktor yang kompleks. Paradigma
Administrasi Publik mengakui pentingnya memahami jaringan
kemitraan, collaborative relationships, dan dynamic interactions
antar-stakeholder dalam mengembangkan jejaring kebijakan sebagai
bagian integral dari fenomena administratif kontemporer yang
kolaboratif.

Pergeseran nilai juga menjadi implikasi yang fundamental, dimana
paradigma Administrasi Negara yang didominasi oleh nilai efisiensi,
ekonomi, dan efektivitas kini dilengkapi dan dalam beberapa konteks
ditantang oleh nilai-nilai seperti equity, participation, transparency,
accountability, dan responsiveness. Administrasi publik kontemporer
dituntut untuk mencapai efisiensi sambil secara simultan memastikan
keadilan, mempromosikan pembangunan ekonomi sambil melindungi
keberlanjutan lingkungan, dan mempertahankan ketertiban publik
sambil menghormati hak asasi manusia dan kebebasan demokratis.

Integrasi dengan disiplin lain menjadi keniscayaan dalam paradigma
Administrasi Publik kontemporer yang semakin mengandalkan
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pendekatan interdisipliner. lImu politik memberikan pemahaman
tentang dinamika kekuasaan dan proses demokrasi, ilmu ekonomi
menyediakan alat analisis untuk memahami struktur insentif dan
mekanisme alokasi sumber daya, sementara sosiologi dan antropologi
memberikan wawasan tentang budaya organisasi dan dinamika
komunitas. Teknologi informasi dan ilmu komputer menjadi semakin
penting seiring dengan semakin pentingnya pemerintahan digital dan
e-governance.

Bagi Indonesia, transformasi menuju paradigma Administrasi Publik
menuntut adaptasi yang hati-hati dengan mempertimbangkan
konteks lokal, nilai budaya, dan warisan institusional. Konsep-konsep
seperti  partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perlu
dioperasionalisasikan dengan cara yang sesuai dengan norma dan
praktik budaya lokal. Traditional mechanisms seperti musyawarah
mufakat dapat diintegrasikan dengan modern participatory
governance mechanisms untuk menciptakan hybrid approaches yang
both effective dan culturally appropriate.

Dengan demikian, administrasi publik kini dipahami sebagai disiplin
multidimensi yang memadukan manajemen, hukum, politik, dan nilai
demokratis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin
kompleks dan dinamis. Transformasi ini mencerminkan maturitas
disiplin yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil
tetap mempertahankan komitmen pada pelayanan kepentingan
publik dan pengembangan tata kelola yang demokratis dan
berkelanjutan.

1.4 Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
Perbedaan Orientasi Tujuan dan Struktur Akuntabilitas

Perbedaan mendasar antara administrasi publik dan administrasi
bisnis telah menjadi tema sentral dalam literatur administrasi publik
sejak kemunculan disiplin ini. Pemahaman yang jelas tentang
perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk memahami
karakteristik unik sektor publik dan implikasinya terhadap praktik
manajemen dan kebijakan.
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Perbedaan fundamental yang pertama terletak pada orientasi tujuan.
Administrasi bisnis berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan
penciptaan nilai pemegang saham, sedangkan administrasi publik
berorientasi pada penciptaan nilai publik dan maksimalisasi
kesejahteraan sosial. Simon (1947) dalam karyanya tentang Perilaku
Administratif telah mengidentifikasi bahwa tujuan organisasi secara
signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan perilaku
administratif. Dalam konteks sektor publik, tujuan yang beragam dan
sering kali bertentangan menciptakan kompleksitas yang tidak
ditemukan dalam sektor swasta.

Perbedaan kedua berkaitan dengan struktur akuntabilitas.
Administrasi bisnis bertanggung jawab terutama kepada pemegang
saham dan dewan direksi melalui mekanisme pasar dan struktur tata
kelola perusahaan. Sebaliknya, administrasi publik memiliki hubungan
akuntabilitas yang beragam kepada badan legislatif, kepemimpinan
eksekutif, pengawasan yudikatif, media, masyarakat sipil, dan
masyarakat secara umum. Sunarya et al. (2024) dalam analisis mereka
tentang tren dan tantangan dalam penelitian administrasi publik
menemukan bahwa kompleksitas dari akuntabilitas yang beragam ini
menjadi salah satu tantangan utama dalam penelitian administrasi
publik.

Kerangka Hukum dan Mekanisme Sumber Daya

Aspek ketiga yang membedakan adalah kerangka hukum dan
lingkungan regulatori. Administrasi publik beroperasi dalam kerangka
hukum yang sangat ketat dengan regulasi yang rinci, prosedur formal,
dan mekanisme pengawasan yang ekstensif. Gulick dan Urwick (1937)
dalam "Papers on the Science of Administration" menekankan
pentingnya aturan formal dan prosedur dalam administrasi publik
untuk menjamin keadilan, konsistensi, dan akuntabilitas. Administrasi
bisnis, meskipun juga tunduk pada regulasi, memiliki fleksibilitas yang
lebih besar dalam desain organisasi dan prosedur operasional.

Perbedaan keempat terkait dengan mekanisme akuisisi dan alokasi
sumber daya. Administrasi bisnis memperoleh sumber daya melalui
transaksi pasar, pendapatan penjualan, dan modal investasi dengan
otonomi relatif dalam keputusan alokasi sumber daya. Administrasi
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publik, sebaliknya, bergantung pada proses apropriasi, pendapatan
pajak, dan keputusan politik untuk akuisisi sumber daya, dengan
kebijaksanaan terbatas dalam alokasi sumber daya karena
keterbatasan legislatif dan pengawasan publik.

Pengukuran Kinerja dan Kompleksitas Pemangku Kepentingan

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric tentang tren
penelitian administrasi publik mengidentifikasi bahwa pengukuran
efisiensi dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda
dibandingkan sektor swasta. Mereka menemukan bahwa konsep
seperti "nilai publik,"” "dampak sosial," dan "keadilan" menjadi
indikator kinerja kunci dalam administrasi publik, yang kontras dengan
administrasi bisnis yang berorientasi keuntungan.

Perbedaan kelima berkaitan dengan kompleksitas pemangku
kepentingan. Administrasi bisnis umumnya memiliki pemangku
kepentingan yang terdefinisi jelas dengan kepentingan yang relatif
mudah dipahami seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan
pemegang saham. Administrasi publik, sebaliknya, harus mengelola
kelompok pemangku kepentingan yang sangat beragam dengan
kepentingan yang sering kali bertentangan, termasuk kelompok
demografis yang berbeda, kelompok kepentingan, partai politik, dan
tingkatan pemerintahan. Pribadi dan Igbal (2022) dalam tinjauan
literatur tata kelola demokratis menunjukkan bahwa manajemen
pemangku kepentingan dalam sektor publik memerlukan pendekatan
yang canggih untuk mengakomodasi "partisipasi publik," "partisipasi
politik," dan "urusan publik."

Toleransi Risiko dan Kapasitas Inovasi

Dimensi keenam yang membedakan adalah toleransi risiko dan
kapasitas inovasi. Administrasi bisnis umumnya lebih toleran terhadap
pengambilan risiko dan inovasi karena potensi keuntungan dari inovasi
yang berhasil dapat langsung menguntungkan organisasi. Administrasi
publik cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko karena kegagalan
dapat memiliki konsekuensi politik yang signifikan dan dampak pada
kepercayaan publik. Choi dan Park (2021) dalam penelitian mereka

18



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

tentang pemodelan berbasis agen dalam penelitian administrasi
publik menunjukkan bahwa penilaian risiko dalam sektor publik harus
mempertimbangkan tidak hanya implikasi finansial tetapi juga risiko
politik, sosial, dan reputasi.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa
perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis bersifat
fundamental dan multidimensional, mencakup orientasi tujuan,
struktur akuntabilitas, kerangka hukum, mekanisme sumber daya,
kompleksitas pemangku kepentingan, toleransi risiko, pengukuran
kinerja, hubungan kerja, persyaratan transparansi, dan pendekatan
perencanaan strategis. Pemahaman vyang mendalam tentang
perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk mengembangkan
teori, metode, dan praktik yang tepat dalam administrasi publik.

1.5 Peran Administrasi Publik dalam Negara Modern
Peran Implementasi Kebijakan dan Penyediaan Layanan

Peran administrasi publik dalam negara modern telah mengalami
transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan paradigma tata
kelola, demokratisasi, dan kompleksitas tantangan sosial-ekonomi
yang dihadapi masyarakat kontemporer. Administrasi publik tidak lagi
hanya berperan sebagai implementer kebijakan, tetapi telah
berkembang menjadi aktor yang strategis dalam penciptaan nilai
publik, tata kelola demokratis, dan pembangunan sosial.

Peran pertama dan paling fundamental adalah sebagai implementer
kebijakan publik. Wilson (1887) dalam esai seminalnya menekankan
bahwa administrasi publik berperan untuk menerjemahkan
keputusan politik menjadi tindakan konkret yang dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks negara modern, peran
implementasi ini menjadi lebih kompleks karena kebijakan sering kali
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, koordinasi lintas sektor,
dan pengaturan tata kelola multi-tingkat. OECD (2023) dalam
Government at a Glance 2023 menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan yang efektif memerlukan mekanisme koordinasi yang
canggih, sistem pemantauan kinerja, dan pendekatan manajemen
yang adaptif.
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Peran kedua adalah sebagai penyedia layanan publik. Dalam negara
modern, administrasi publik bertanggung jawab untuk menyediakan
berbagai layanan publik mulai dari layanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur hingga layanan lanjutan seperti
pemerintahan digital dan dukungan inovasi. Aspinall (2014) dalam
penelitiannya tentang kesehatan dan demokratisasi di Indonesia
menunjukkan bahwa kualitas penyampaian layanan secara signifikan
mempengaruhi legitimasi demokratis dan kepercayaan publik
terhadap pemerintah.

Peran Pengelolaan Sumber Daya dan Regulasi

Peran ketiga adalah sebagai pengampu sumber daya publik.
Administrasi publik dalam negara modern memiliki tanggung jawab
untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, efektif, dan
akuntabel. Hal ini mencakup manajemen keuangan, manajemen
sumber daya manusia, manajemen aset, dan manajemen sumber daya
alam. Jauhari et al. (2020) dalam penelitian mereka menunjukkan
bahwa praktik tata kelola yang baik dalam manajemen sumber daya
secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi dan kepuasan
publik.

Peran keempat adalah sebagai regulator dan penegak hukum.
Administrasi publik berperan untuk mengembangkan,
mengimplementasikan, dan menegakkan regulasi yang diperlukan
untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, dan
mempromosikan kesejahteraan sosial. Rahman et al. (2025) dalam
penelitian mereka tentang dinamika korupsi menunjukkan bahwa
kapasitas regulatori dan efektivitas penegakan hukum memiliki
kepentingan kritis dalam mempertahankan supremasi hukum dan
mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Peran Fasilitasi Demokratis dan Katalis Inovasi

Peran kelima adalah sebagai fasilitator partisipasi demokratis.
Administrasi publik dalam negara modern harus memfasilitasi
partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, memastikan
transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan
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publik. Pribadi dan Igbal (2022) mengidentifikasi "partisipasi publik,"
"partisipasi politik," dan "kapasitas institusional" sebagai elemen kunci
dalam tata kelola demokratis yang memerlukan fasilitasi aktif dari
administrasi publik.

Peran keenam adalah sebagai katalis inovasi. Dalam menghadapi
tantangan kompleks seperti perubahan iklim, transisi demografi,
transformasi digital, dan ketidaksetaraan sosial, administrasi publik
harus berperan sebagai katalis inovasi yang dapat mengembangkan
solusi baru dan memfasilitasi kolaborasi antar sektor. Kurniawati et al.
(2019) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan inisiatif
pemerintahan elektronik dapat berfungsi sebagai platform inovasi
yang mentransformasi penyampaian layanan publik.

Peran Manajemen Krisis dan Pembangunan Sosial

Peran ketujuh adalah sebagai manajer krisis. Negara modern
menghadapi berbagai jenis krisis mulai dari bencana alam, darurat
kesehatan masyarakat, krisis ekonomi, hingga ancaman keamanan.
Administrasi publik harus memiliki kapasitas untuk merespons secara
cepat dan efektif terhadap situasi krisis sambil mempertahankan
layanan esensial dan proses demokratis. Guogis et al. (2023) dalam
penelitian mereka tentang pengembangan administrasi publik
menunjukkan bahwa kapasitas manajemen krisis menjadi semakin
penting dalam tata kelola modern.

Peran kedelapan adalah sebagai pembangun jembatan sosial.
Administrasi publik dalam negara modern berperan untuk mengurangi
ketidaksetaraan sosial, mempromosikan inklusi, dan membangun
kohesi sosial. Biaou dan Charbonneau (2024) dalam kajian literatur
sistematis mereka tentang keadilan sosial menunjukkan bahwa
administrasi publik memiliki peran krusial dalam mengatasi
ketidaksetaraan regional, antargenerasi, dan gender melalui kebijakan
sosial dan program yang terarah.

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric mereka
menunjukkan bahwa peran administrasi publik dalam negara modern
semakin melibatkan analitik data besar, pembuatan kebijakan
berbasis bukti, dan penyampaian layanan yang didukung teknologi.
Mereka mengidentifikasi kata kunci seperti "data besar,"
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"transformasi digital," dan "kebijakan berbasis bukti" sebagai tema
yang muncul dalam penelitian administrasi publik kontemporer.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa
peran administrasi publik dalam negara modern sangat beragam dan
strategis, mencakup implementasi kebijakan, penyampaian layanan,
pengampu sumber daya, penegakan regulasi, fasilitasi demokratis,
katalis inovasi, manajemen krisis, pembangunan sosial, dukungan
keberlanjutan, dan koordinasi jaringan. Evolusi peran-peran ini
mencerminkan kompleksitas yang semakin meningkat dari masyarakat
modern dan ekspektasi yang semakin tinggi terhadap sektor publik
untuk memberikan solusi komprehensif terhadap tantangan sosial
yang kompleks.

1.6 Tantangan Administrasi Publik di Era Digital
Kesenjangan Digital dan Tata Kelola Data

Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam
landscape administrasi publik, menciptakan peluang yang belum
pernah ada sebelumnya sekaligus tantangan yang kompleks dan
multidimensional. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara pemerintah
berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga merevolusi proses
internal, mekanisme pengambilan keputusan, dan struktur
akuntabilitas dalam sektor publik.

Tantangan pertama dan paling signifikan adalah kesenjangan digital
dan keadilan dalam akses digital. Transformasi digital dapat
menciptakan atau memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada jika
tidak dikelola dengan hati-hati. Kurniawati et al. (2019) dalam
penelitian mereka tentang pemerintahan elektronik dan reformasi
birokrasi menunjukkan bahwa transformasi digital dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dapat
mengecualikan kelompok populasi tertentu yang memiliki akses
terbatas terhadap teknologi digital atau literasi digital. Administrasi
publik harus memastikan bahwa digitalisasi tidak mengabaikan prinsip
akses universal dan keadilan sosial.

Tantangan kedua berkaitan dengan tata kelola data dan perlindungan
privasi. Era digital menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat
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digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan pembuatan
kebijakan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang
privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan informasi
pribadi. Jauhari et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi
inisiatif pemerintahan elektronik memerlukan kerangka tata kelola
data yang kuat yang dapat menyeimbangkan antara peluang inovasi
dan persyaratan perlindungan privasi.

Keamanan Siber dan Kesenjangan Keterampilan Digital

Tantangan ketiga adalah keamanan siber dan ketahanan digital.
Administrasi publik dalam era digital menjadi target yang menarik
untuk serangan siber yang dapat mengganggu layanan esensial,
mengkompromikan informasi sensitif, atau merusak kepercayaan
publik. Infrastruktur digital yang semakin saling terhubung
menciptakan kerentanan baru yang memerlukan langkah-langkah
keamanan yang canggih dan pemantauan berkelanjutan. Hal ini
menuntut investasi yang signifikan dalam kapabilitas keamanan siber
dan pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap keamanan
siber.

Tantangan keempat terkait dengan kesenjangan keterampilan digital
dalam pelayanan sipil. Transformasi digital memerlukan tenaga kerja
yang memiliki kompetensi digital yang sesuai, tetapi banyak organisasi
sektor publik menghadapi kesenjangan keterampilan yang signifikan.
Berenschot (2018) dalam penelitiannya tentang reformasi pelayanan
sipil menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam
sektor publik sering kesulitan dengan rekrutmen, pelatihan, dan
retensi personel yang terampil secara digital karena kompetisi dengan
sektor swasta dan keterbatasan birokrasi dalam sistem kompensasi.

Akuntabilitas Algoritmik dan Interoperabilitas Sistem

Sunarya et al. (2024) dalam analisis mereka tentang tren dan
tantangan dalam penelitian administrasi publik mengidentifikasi
bahwa transformasi digital telah menjadi tema penelitian utama,
tetapi juga menunjukkan bahwa banyak studi berfokus pada aspek
teknologi daripada implikasi organisasi dan sosial dari digitalisasi. Hal
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ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang
mempertimbangkan aspek manusia, proses, dan teknologi secara
terintegrasi.

Tantangan kelima adalah akuntabilitas algoritmik dan pengambilan
keputusan otomatis. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dan
pembelajaran mesin yang semakin meningkat dalam administrasi
publik menimbulkan pertanyaan kompleks tentang akuntabilitas,
transparansi, dan keadilan dalam keputusan otomatis yang dapat
secara signifikan mempengaruhi kehidupan warga. Mekanisme
akuntabilitas tradisional mungkin tidak memadai untuk mengatasi
tantangan yang muncul dari pengambilan keputusan algoritmik,
memerlukan pengembangan kerangka pengawasan dan mekanisme
tata kelola yang baru.

Tantangan keenam berkaitan dengan interoperabilitas dan integrasi
sistem. Administrasi publik sering melibatkan beberapa instansi
dengan sistem yang berbeda, format data, dan prosedur operasional.
Transformasi digital memerlukan pencapaian interoperabilitas di
seluruh sistem dan instansi yang berbeda untuk memungkinkan
penyampaian layanan yang mulus dan koordinasi yang efektif. Hal ini
sering melibatkan tantangan teknis, organisasi, dan politik yang
kompleks yang memerlukan upaya koordinasi yang berkelanjutan.

Ekspektasi Warga dan Manajemen Perubahan

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric mereka
mengidentifikasi "data besar" dan "transformasi digital" sebagai tema
kunci dalam penelitian administrasi publik kontemporer, tetapi juga
menunjukkan bahwa penelitian tentang topik-topik ini sering
terfragmentasi dan kurang memiliki kerangka teoritis yang
komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih
sistematis untuk memahami transformasi digital dalam konteks
administrasi publik.

Tantangan ketujuh adalah ekspektasi warga dan kualitas layanan
digital. Warga yang melek digital memiliki ekspektasi tinggi terhadap
layanan publik digital yang sebanding dengan layanan digital sektor
swasta terbaik. Administrasi publik harus memberikan layanan digital
yang ramah pengguna, responsif, dan dapat diandalkan sambil
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mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan
memastikan aksesibilitas untuk semua kelompok populasi.

Tantangan kedelapan terkait dengan manajemen perubahan dan
budaya organisasi. Transformasi digital memerlukan perubahan
fundamental dalam budaya organisasi, proses kerja, dan pola pikir.
Banyak organisasi sektor publik memiliki budaya yang tertanam dalam
yang resisten terhadap perubahan, membuat inisiatif transformasi
digital menjadi menantang. Guogis et al. (2023) dalam penelitian
mereka menunjukkan bahwa transformasi yang berhasil memerlukan
pendekatan manajemen perubahan yang sistematis yang mengatasi
dimensi teknis dan budaya.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa
tantangan administrasi publik di era digital sangat kompleks dan
multifaset, mencakup keadilan digital, tata kelola data, keamanan
siber, kesenjangan keterampilan, akuntabilitas algoritmik,
interoperabilitas, ekspektasi warga, perubahan organisasi,
keterbatasan sumber daya, implikasi demokratis, dan adaptasi
regulatori. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan
pendekatan holistik yang mengintegrasikan pertimbangan teknologi,
organisasi, sosial, dan politik untuk memastikan bahwa transformasi
digital dalam administrasi publik dapat memberikan nilai publik sambil
mempertahankan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial.

Pemaparan yang telah kita bahas di bab ini — dalam konteks
tranformasi hierarkhi transformasi disilpin ilmu administrasi publik
dari perspektif OPA ke NPA di mana khusus konteks Indonesia
mengalami transformasi dari administrasi publik ke administrasi
negara (era Orla dan Orba) dengan ciri state-centered — sementa di
dunia global administrasi publik bertransformasi menjadi NPA dengan
sasaran publik oriented, digambarkan dalam ilustrasi berikut:
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Hierarkhi Transformasi Disiplin llmu Administrasi Publik

1. Klasik — OPA (OId Public Administration):

e Wilson (1887) - "The Study of Administration":
o Prinsip Fundamental - Epistimologis: administrasi publik sebagai ilmu terapan & studi komparatif; Fokus:
bagaimana kita mengetahui dan mempelajari administrasi publik;

o

Dikotomi Struktural — Ontologis: dikotomi politik-administrasi publik dan pemisahan dari politik partisan - paling

berpengaruh dan kontroversial; Fokus: apa hakikat dan batasan administrasi publik;

o

dan tujuan administrasi publik;

o

Mekanisme Operasional — Aksiologis: efisiensi dan efektivitas; profesionalisasi berbasis merit; Fokus: apa nilai

Pendekatan Pengembangan - Metodologis: Studi komparatif & pendekatan ilmiah objektif; Fokus: bagaimana

administrasi publik dikembangkan - strategi jangka panjang.

Weber (1922): Administrasi publik beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan peraturan,

birokrasi legal-rasional, sistem merit, berkualifikasi & professional.

1l. Modern - OPA:
e Gulick dan Urwick (1937) dalam "Papers on

Administrasi Publik (AP) the Science of Administration"

Administrasi

Negara
(Konteks
Indonesia)

Kebijakan
Publik

Konteks Indonesia — Kedudukan AN:
AP (global) > AN (nasional, Orla-
Orba) > AP (global)

Era Orla & Orba - AN:

o State-centered — negara sebagai
aktor utama; birokrasi diposisikan
sebagai tulang punggung
pembangunan nasional

Pasca-Orba (1998 - sekarang) - AP:

O Public-oriented: Otda,
desentralisasi, dekonsentrasi,
keterbukaan informasi publik,
reformasi birokrasi, e-government/
digitalisasi, dll. (OECD, 2023); SPBE.

Upper Level - I:

Domain Utama (OECD, 2023):

Formulasi dan implementasi;

Pengelolaan SDM sektor publik;
Manajemen keuangan & anggaran;
Pengadaan barang & jasa publik;
Pelayanan publik dan pemerintahan digital;

=

Manajemen risiko dan manajemen krisis;
Kemitraan dengan sektor swasta dan
masyarakat sivil.

PNV A BN

menekankan pentingnya aturan formal dan
prosedur;

e Simon (1947): perilaku administratif >
proses pengambilan keputusan.

[

1Il. Kontemporer — NPA (New Public

Administrations) - Holistik-Integratif:

Waldo (1968) — NPA: keadilan dan kesetaraan

sosial;

Hood (1991) — NPM - mengadopsi prinsip-prinsip

manajemen sektor swasta: pemerintahan

kewirausahaan; “publik sebagai raja”

Osborne & Gaebler (1992) - "Reinventing

Government" - pemerintahan kewirausahaan;

. Osborne (2006; Torfing et al. (2012) — NPS:

kolaborasi antar-sektor, partisipasi warga,

demokrasi, reformasi birokrasi, transformasi
digital;

Aristigueta (2024) "Democracy at Risk in the

United States" konsep dasar administrasi publik

tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip

demokrasi;

. Tom Christensen et al. (2025) dan Kenneth
Meier (2025): administrasi publik tidak dapat
dilepaskan dari politik = birokrasi memainkan
peran aktif dalam merumuskan dan
implementasi kebiiakan.

=

(N5

w

IS

yn

@

Ruang lingkup kebijakan publik mencakup formulasi dan
implementasi kebijakan sebagai salah satu dari delapan domain
utama administrasi publik (OECD, 2023).

Upper Level - Il:

Peran Strategis di Negara Modern (OECD, 2023):

1. Implementer kebijakan publik; 2. Penyedia layanan publik;

3. Pengampu sumber daya publik; 4. Regulator dan penegak hukum;

Regulasi dan pengawasan; <:> 5. Fasilitator partisipasi demokratis; 6. Katalis inovasi;

7. Manajmen krisis; 8. Pembangunan sosial - kebijakan sosial.

Gambar 1.2: Hierarki Transformasi Disiplin llmu Administrasi Publik

Sumber: Wilson (1887); Weber (1922); Waldo (1968); Gulick dan
Urwick (1937); Hood (1991); Osborne & Gaebler (1992);
Osborne (2006; Torfing et al. (2012); Aristigueta (2024);
Christensen et al. (2025); OECD (2023).
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Kesimpulan

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik pemerintahan
telah mengalami evolusi signifikan sejak akhir abad ke-19 hingga era
digital. Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa administrasi
publik merupakan konstruk dinamis, multidimensional, dan
fundamental bagi fungsi negara modern.

Transformasi dari Administrasi Negara menuju Administrasi Publik
mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi state-centric
menuju  public-oriented yang responsif terhadap tuntutan
demokratisasi dan good governance. Perubahan ini didorong oleh
kritik teoretis Simon, gerakan NPA yang menekankan keadilan sosial,
paradigma NPM, konsep governance multipihak, dan
rekonseptualisasi hubungan politik-administrasi kontemporer.

Definisi administrasi publik telah berkembang dari paradigma klasik
yang memisahkan politik dan administrasi menuju pemahaman
kontemporer yang holistik-integratif. Saat ini, administrasi publik
dipahami sebagai sistem kompleks yang mencakup implementasi
kebijakan, pengelolaan sumber daya publik, penyediaan layanan, dan
fasilitasi partisipasi demokratis dengan orientasi utama pada
penciptaan nilai publik dan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik fundamental administrasi publik—orientasi kepentingan
publik, akuntabilitas multipel, otoritas legal-rasional, sensitivitas
politik, dan transparansi—membentuk identitas unik yang
memerlukan pendekatan teoritis dan praktis spesifik. Perbedaan
mendasar dengan administrasi bisnis dalam orientasi tujuan, struktur
akuntabilitas, kerangka hukum, dan kompleksitas pemangku
kepentingan menunjukkan bahwa adopsi praktik sektor swasta
memerlukan adaptasi kontekstual yang hati-hati.

Peran administrasi publik telah meluas dari fungsi tradisional menuju
peran strategis sebagai katalis inovasi, manajer krisis, fasilitator
partisipasi demokratis, dan pembangun kohesi sosial. Sementara itu,
tantangan era digital—kesenjangan digital, tata kelola data, keamanan
siber, akuntabilitas algoritmik, dan transformasi budaya organisasi—
menjadi prioritas strategis yang memerlukan respons komprehensif
dan adaptif.
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Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa administrasi publik
merupakan bidang dinamis yang memerlukan pendekatan interdisiplin
dan adaptif. Pemahaman solid tentang fondasi teoretis dan
karakteristik uniknya menjadi prasyarat penting bagi praktik tata
kelola yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam negara demokratis
modern. Ke depan, diperlukan pengembangan kapasitas
berkelanjutan—sumber daya manusia, sistem-proses, dan kerangka
institusional—untuk menghadapi kompleksitas dan dinamika
perubahan yang semakin cepat.
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BAB 2
TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

Pendahuluan

Perkembangan teori administrasi publik merepresentasikan evolusi
pemikiran intelektual yang kompleks dan berkelanjutan, dimulai dari
pencarian identitas disiplin pada akhir abad ke-19 hingga respons
terhadap tantangan tata kelola kontemporer dalam era globalisasi dan
digitalisasi. Teori bukan sekadar konstruk akademis yang abstrak,
melainkan kerangka konseptual yang memberikan landasan untuk
memahami, menganalisis, dan memperbaiki praktik penyelenggaraan
pemerintahan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Bab ini mengeksplorasi perjalanan intelektual administrasi publik
melalui empat dimensi fundamental yang saling berkaitan. Pertama,
genealogi historis disiplin administrasi publik yang mencakup konteks
sosial-politik yang melahirkan kebutuhan akan studi sistematis tentang
administrasi pemerintahan, mulai dari respons terhadap industrialisasi
dan demokratisasi di Amerika Serikat dan Eropa hingga perkembangan
institusi akademis yang mengkodifikasi pengetahuan administratif.

Kedua, analisis mendalam tentang kontribusi tokoh-tokoh perintis
yang memberikan fondasi teoretis disiplin ini, termasuk Woodrow
Wilson dengan visinya tentang pemisahan politik dan administrasi,
Max Weber dengan konseptualisasi birokrasi rasional-legal, Luther
Gulick dengan kerangka fungsional administrasi, dan Herbert Simon
dengan revolusi behavioral dalam pemahaman pengambilan
keputusan administratif. Setiap tokoh tidak hanya memberikan
kontribusi konseptual, tetapi juga merespons tantangan praktis
zamannya.

Ketiga, pemetaan perkembangan global teori administrasi publik yang
menunjukkan bagaimana disiplin ini berkembang dalam konteks
geografis dan kultural yang beragam, dari gerakan administrasi ilmiah
di Amerika Serikat hingga tradisi administrasi kontinental Eropa, serta
adaptasi dan kontribusi dari negara-negara berkembang vyang
menghadapi tantangan pembangunan dan modernisasi yang spesifik.
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Keempat, identifikasi paradigma-paradigma teoretis utama yang telah
membentuk evolusi disiplin administrasi publik, mulai dari paradigma
klasik yang menekankan efisiensi dan rasionalitas, paradigma perilaku
yang memperhatikan dimensi manusiawi organisasi, paradigma
pilihan publik yang menggunakan analisis ekonomi, hingga paradigma
tata kelola baru yang menekankan kolaborasi dan jaringan.

Setiap sub-bab dirancang untuk menunjukkan kontinuitas dan
diskontinuitas dalam perkembangan teoretis, dengan penekanan pada
relevansi kontemporer dan aplikabilitas dalam konteks Indonesia.
Pendekatan historiografis yang digunakan tidak hanya menceritakan
sejarah perkembangan teori, tetapi juga menganalisis logika internal
perkembangan disiplin, kontribusi dan keterbatasan setiap paradigma,
serta implikasinya untuk pemahaman dan praktik administrasi publik
masa kini.

Kontribusi bab ini terletak pada sintesis komprehensif antara
perspektif historis dan analisis teoretis, dengan perhatian khusus pada
kontekstualisasi teori-teori global dalam realitas administrasi publik
Indonesia. Setiap konsep dan teori yang dibahas tidak hanya
dipresentasikan sebagai produk sejarah intelektual, tetapi juga
dievaluasi relevansi dan aplikabilitasnya untuk memahami dan
memperbaiki praktik tata kelola di Indonesia, menciptakan dialog yang
produktif antara warisan teoretis global dan kebutuhan praktis lokal.

2.1 Asal-usul Administrasi Publik sebagai Disiplin limu
Konteks Historis Kelahiran Disiplin

Kelahiran administrasi publik sebagai disiplin akademik tidak dapat
dipisahkan dari transformasi sosial-politik fundamental yang terjadi
pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Era ini ditandai oleh
industrialisasi yang pesat, urbanisasi masif, dan demokratisasi yang
semakin meluas, yang secara kolektif menciptakan kebutuhan akan
sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif, profesional, dan
akuntabel. Kompleksitas permasalahan publik yang semakin
meningkat memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah
dalam pengelolaan urusan negara.
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Dalam konteks Amerika Serikat, periode yang dikenal sebagai Era
Gilded Age (1870-1900) menandai era pertumbuhan ekonomi yang
pesat namun juga korupsi politik yang meluas. Spoils system atau
sistem patronase menciptakan inefisiensi administratif yang signifikan
dan menghambat profesionalisasi birokrasi. Kondisi ini menciptakan
urgensi untuk mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap
administrasi publik yang dapat mengatasi permasalahan korupsi,
nepotisme, dan ketidakefisienan yang melanda sistem pemerintahan.

“Administrasi publik lahir sebagai disiplin akademik
pada akhir abad ke-19, didorong industrialisasi,
urbanisasi, dan demokratisasi yang menuntut sistem
pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan
akuntabel mengatasi korupsi.”

Di Eropa, khususnya di Jerman dan Prancis, tradisi administrasi
kontinental telah berkembang lebih matang dengan penekanan pada
profesionalisme birokrasi dan sistem hukum administratif yang
komprehensif. Tradisi Kameralis di Jerman dan Ecole Nationale
d'Administration di Prancis memberikan model alternatif yang
menekankan pendidikan formal untuk administrator publik dan
pengembangan keahlian teknis dalam pengelolaan negara.

Visi Revolusioner Wilson tentang Administrasi llmiah

Pada tahun 1887, Woodrow Wilson menerbitkan esai monumentalnya
"The Study of Administration" yang secara konvensional dianggap
sebagai titik lahir administrasi publik sebagai disiplin akademik. Wilson
memperkenalkan konsep fundamental tentang dikotomi politik-
administrasi, yang menyatakan bahwa administrasi publik harus yang
terlepas dari interferensi politik partisan dijalankan berdasarkan
prinsip-prinsip efisiensi dan profesionalisme.

Argumen Wilson yang revolusioner terletak pada premis bahwa
"administrasi berada di luar ranah politik yang tepat." Perspektif ini
mengusulkan bahwa meskipun kebijakan diformulasikan oleh
lembaga politik yang demokratis, implementasi kebijakan tersebut
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harus dilakukan oleh administrator profesional yang beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan netralitas. Konsep ini
kemudian menjadi dasar pengembangan sistem pelayanan sipil di
berbagai negara dan menciptakan fondasi teoretis untuk pemisahan
fungsi politik dan administratif.

Wilson juga menekankan pentingnya studi komparatif dalam
pengembangan ilmu administrasi. Dia mengadvokasi pembelajaran
dari praktik administrasi di negara-negara Eropa, khususnya Prusia dan
Prancis, untuk mengembangkan sistem administrasi Amerika yang
lebih efisien. Visi Wilson tentang layanan sipil berbasis merit
memberikan landasan untuk reformasi sistem patronase vyang
merajalela pada masanya dan menciptakan blueprint untuk
profesionalisasi birokrasi modern.

Perkembangan Paralel di Eropa: Fondasi Sosiologis Weber

Secara paralel dengan perkembangan di Amerika Serikat, di Eropa,
sosiolog Jerman Max Weber mengembangkan teori birokrasi yang
memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk memahami
organisasi administratif modern. Konsep Weber tentang tipe ideal
birokrasi mengidentifikasi karakteristik struktural yang diperlukan
untuk mencapai efisiensi administratif maksimal dalam masyarakat
modern yang semakin kompleks.

Weber mengidentifikasi tiga tipe otoritas: otoritas tradisional yang
berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat, otoritas karismatik yang
bergantung pada kepribadian luar biasa pemimpin, dan otoritas
rasional-legal yang beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur yang
telah ditetapkan secara formal. Tipe otoritas terakhir ini menjadi ciri
khas organisasi birokratis modern dan memberikan legitimasi untuk
sistem administrasi yang beroperasi berdasarkan hukum dan regulasi.

Karakteristik tipe ideal birokrasi Weber meliputi struktur hierarkis,
aturan dan prosedur formal, pembagian kerja yang terspesialisasi,
rekrutmen berbasis merit, pengembangan karier, dan hubungan yang
impersonal. Konsep-konsep ini memberikan cetak biru untuk
organisasi administratif yang efisien dan dapat diprediksi, sekaligus
mengantisipasi potensi patologi birokrasi seperti kekakuan prosedural
dan dehumanisasi.
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Gerakan llmu Administrasi dan Institusionalisasi Disiplin

Gerakan ilmu administrasi pada awal abad ke-20 memperkuat
legitimasi akademik administrasi publik melalui pengembangan
metodologi penelitian yang sistematis dan pembentukan institusi
pendidikan yang khusus mengkaji administrasi pemerintahan. Periode
ini ditandai oleh upaya untuk mengembangkan prinsip-prinsip
universal administrasi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks
organisasional dan geografis.

Kontribusi penting datang dari Luther Gulick dan Lyndall Urwick
melalui prinsip POSDCORB vyang terdiri dari Perencanaan,
Pengorganisasian, Penyusunan Staf, Pengarahan, Koordinasi,
Pelaporan, dan Penganggaran. POSDCORB memberikan kerangka
fungsional untuk memahami tugas-tugas utama administrasi publik
secara sederhana dan praktis, yang kemudian menjadi kurikulum
standar dalam pendidikan administrasi publik di berbagai negara.

Institusionalisasi disiplin administrasi publik juga ditandai oleh
pembentukan sekolah-sekolah administrasi publik di berbagai
universitas, pengembangan jurnal akademik yang khusus membahas
tema-tema administrasi, dan pembentukan asosiasi profesional yang
menghubungkan praktisi dan akademisi. Perkembangan ini
menciptakan  komunitas  epistemic yang  mempromosikan
pengembangan pengetahuan administrasi publik secara sistematis
dan berkelanjutan.

Respons terhadap Tantangan Modernitas

Kelahiran administrasi publik sebagai disiplin akademik juga
merepresentasikan  respons intelektual terhadap tantangan
modernitas, termasuk kompleksitas permasalahan sosial yang
semakin meningkat, kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antar
berbagai fungsi pemerintahan, dan tuntutan akan akuntabilitas yang
lebih tinggi dari masyarakat demokratis yang semakin terdidik dan
partisipatif.

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric mereka
menunjukkan bahwa konsep Wilson tentang "the right balance
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between application and theory development" - keseimbangan yang
tepat antara aplikasi dan pengembangan teori - tetap relevan dalam
penelitian administrasi publik modern. Paradox Wilson tentang
memisahkan politik dari administrasi dalam sistem demokratis terus
menjadi fokus perdebatan akademik dan praktis, menunjukkan bahwa
isu-isu fundamental yang diidentifikasi oleh pendiri disiplin masih
relevan untuk konteks kontemporer.

“Administrasi publik lahir sebagai respons intelektual
terhadap tantangan modernitas dan kompleksitas
permasalahan sosial. Wilson Paradox tentang
memisahkan politik dari administrasi dalam sistem
demokratis tetap menjadi perdebatan fundamental
yang relevan dalam penelitian dan praktik
administrasi publik kontemporer yang menuntut
keseimbangan teori-aplikasi.”

Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa visi Wilson tentang
administrasi sebagai ilmu terapan yang dapat berkontribusi pada
perbaikan praktik pemerintahan tetap menjadi orientasi utama
disiplin ini. Transformasi digital dalam administrasi publik, misalnya,
dapat dilihat sebagai kelanjutan dari visi Wilson tentang efisiensi dan
profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun
dengan teknologi dan metode yang jauh lebih canggih.

Dalam konteks Indonesia, asal-usul administrasi publik sebagai disiplin
akademik mencerminkan respons terhadap kebutuhan pembangunan
kapasitas negara pasca-kemerdekaan dan modernisasi birokrasi dalam
proses demokratisasi. Warisan kolonial yang birokratis dan hierarkis
memerlukan transformasi yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip
administrasi modern, membuat studi administrasi publik menjadi
sangat relevan untuk konteks pembangunan nasional.

2.2 Tokoh-tokoh Perintis Administrasi Publik
Woodrow Wilson: Arsitek liImu Administrasi

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), yang kemudian menjadi
Presiden Amerika Serikat ke-28, diakui secara universal sebagai bapak
pendiri administrasi publik modern. Esai legendaris Wilson "The Study
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of Administration” (1887) tidak hanya menandai kelahiran disiplin
administrasi publik, tetapi juga memperkenalkan beberapa konsep
fundamental yang masih diperdebatkan hingga hari ini dan
memberikan  kerangka konseptual yang membentuk arah
perkembangan disiplin selama lebih dari satu abad.

Kontribusi teoretis Wilson yang paling signifikan adalah konsep
dikotomi politik-administrasi. Wilson berargumen bahwa administrasi
publik harus beroperasi dalam ranah yang terpisah dari politik
partisan, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan kebijakan. Perspektif ini mengusulkan bahwa sementara
pembuatan kebijakan adalah ranah politik, implementasi kebijakan
harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang
objektif dan profesional.

“Woodrow Wilson, Presiden AS ke-28, dianggap bapak
administrasi publik modern melalui esai "The Study of
Administration" (1887) yang memperkenalkan konsep
dikotomi politik-administrasi dan profesionalisasi
birokrasi.”

Wilson juga menekankan pentingnya studi komparatif dalam
pengembangan ilmu administrasi. Dia mengadvokasi pembelajaran
dari praktik administrasi di negara-negara Eropa, khususnya Prusia dan
Prancis, untuk mengembangkan sistem administrasi Amerika yang
lebih efisien. Visi Wilson tentang layanan sipil berbasis merit
memberikan landasan untuk reformasi sistem patronase dan
menciptakan blueprint untuk profesionalisasi birokrasi yang masih
relevan dalam reformasi birokrasi kontemporer di berbagai negara,
termasuk Indonesia.

Penelitian bibliometrik kontemporer menunjukkan bahwa konsep
Wilson tentang keseimbangan yang tepat antara aplikasi praktis dan
pengembangan teoritis tetap menjadi perdebatan sentral dalam
penelitian administrasi publik modern (Ismail & Hartati, 2023).
Paradox Wilson tentang memisahkan politik dari administrasi dalam
sistem demokratis terus menjadi fokus diskusi akademik,
menunjukkan relevansi berkelanjutan dari pemikiran pendiri disiplin
ini.
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Max Weber: Fondasi Sosiologis Birokrasi Modern

Max Weber (1864-1920), sosiolog Jerman vyang berpengaruh,
memberikan sumbangan teoretis yang mendalam terhadap
pemahaman organisasi administratif modern melalui konsep tipe ideal
birokrasi. Analisis Weber tentang otoritas rasional-legal menyediakan
kerangka konseptual yang fundamental untuk memahami legitimasi
dan efisiensi organisasi birokratis dalam masyarakat modern yang
semakin kompleks dan terasionalisasi.

Weber mengidentifikasi tiga tipe otoritas yang berbeda: otoritas
tradisional yang berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat, otoritas
karismatik yang bergantung pada kepribadian luar biasa pemimpin,
dan otoritas rasional-legal yang beroperasi berdasarkan aturan dan
prosedur yang telah ditetapkan secara formal dan sistematis. Tipe
otoritas terakhir ini menjadi ciri khas organisasi birokratis modern dan
memberikan legitimasi untuk sistem administrasi yang beroperasi
berdasarkan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan.

“Max Weber, sosiolog Jerman terkemuka,
mengembangkan konsep tipe ideal birokrasi rasional-
legal dengan ciri khas hierarki, merit, aturan formal,
sekaligus memperingatkan bahaya patologi dan
dehumanisasi birokratis.”

Karakteristik tipe ideal birokrasi Weber meliputi struktur hierarkis
yang jelas, aturan dan prosedur formal yang tertulis, pembagian kerja
yang terspesialisasi berdasarkan keahlian, rekrutmen berbasis merit
dan kompetensi, sistem pengembangan karier yang sistematis, dan
hubungan yang impersonal berdasarkan aturan bukan relasi personal.
Konsep-konsep ini memberikan cetak biru untuk organisasi
administratif yang efisien, dapat diprediksi, dan akuntabel.

Weber juga mengantisipasi potensi patologi birokrasi atau "sangkar
besi birokrasi," di mana rasionalisasi berlebihan dapat menghasilkan
dehumanisasi dan kekakuan birokratis. Analisis Weber tentang
patologi birokrasi memberikan wawasan penting untuk memahami
tantangan organisasi publik kontemporer, termasuk resistensi
terhadap perubahan, orientasi prosedural yang berlebihan, dan
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hilangnya fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat yang
berubah.

Luther Gulick: Kerangka Fungsional Administrasi

Luther Halsey Gulick (1892-1993) memberikan kontribusi praktis yang
sangat berpengaruh melalui pengembangan prinsip POSDCORB, yang
menjadi kerangka fungsional standar untuk memahami tugas-tugas
utama administrasi publik. POSDCORB yang terdiri dari Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan
Budgeting memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis
dan mengorganisasikan fungsi-fungsi administratif.

Gulick berkolaborasi dengan Lyndall Urwick dalam menerbitkan
"Papers on the Science of Administration" (1937), yang menjadi salah
satu karya klasik dalam literatur administrasi publik. Karya ini tidak
hanya mengkodifikasi prinsip-prinsip administrasi yang telah
berkembang, tetapi juga mempromosikan visi administrasi sebagai
ilmu terapan yang dapat dikembangkan melalui penelitian empiris dan
aplikasi praktis yang sistematis.

“Luther Gulick mengembangkan kerangka POSDCORB
(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,
Reporting, Budgeting) sebagai pendekatan sistematis untuk
menganalisis fungsi-fungsi administratif. Bersama Lyndall
Urwick dalam "Papers on the Science of Administration"
(1937), ia mempromosikan administrasi sebagai ilmu
terapan dengan prinsip-prinsip universal, termasuk konsep
span of control dan koordinasi organisasi.”

Kerangka POSDCORB Gulick mencerminkan semangat zamannya yang
percaya bahwa administrasi dapat dikembangkan sebagai sains yang
objektif dan universal, dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan
dalam berbagai konteks organisasional. Meskipun kemudian dikritik
sebagai terlalu mekanistik dan mengabaikan kompleksitas perilaku
manusia dalam organisasi, kerangka ini tetap menjadi referensi
penting dalam pendidikan administrasi publik dan memberikan
struktur yang berguna untuk menganalisis fungsi-fungsi administratif.
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Kontribusi Gulick juga mencakup pengembangan konsep tentang span
of control (rentang kendali) dan prinsip-prinsip koordinasi dalam
organisasi yang kompleks. Pemikiran Gulick tentang koordinasi
menjadi sangat relevan dalam konteks administrasi publik modern
yang semakin melibatkan berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan,
seperti dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di
Indonesia.

Herbert Simon: Revolusi Behavioral dalam Administrasi

Herbert Alexander Simon (1916-2001) memperkenalkan revolusi
behavioral dalam studi administrasi publik yang mengubah fokus dari
prinsip-prinsip normatif menjadi analisis empiris tentang perilaku
pengambilan keputusan dalam organisasi. Karya monumentalnya
"Administrative Behavior" (1947) mengkritik secara fundamental
prinsip-prinsip administrasi klasik dan memperkenalkan konsep
rasionalitas terbatas yang menjadi landasan untuk pengembangan
teori pengambilan keputusan modern.

Simon mengargumentasikan bahwa prinsip-prinsip administrasi klasik
seperti yang dikembangkan oleh Gulick terlalu normatif dan tidak
didukung oleh evidensi empiris yang memadai. Dia menyebut prinsip-
prinsip tersebut sebagai "peribahasa" administratif yang mengandung
kontradiksi internal dan tidak memberikan panduan praktis yang
berguna untuk administrator dalam situasi yang kompleks dan tidak
pasti.

“Simon (1916-2001) merevolusi pendekatan
behavioral dengan konsep rasionalitas terbatas,
mengkritik prinsip klasik untuk pengambilan
keputusan organisasi yang lebih realistis.”

Konsep rasionalitas terbatas Simon menunjukkan bahwa pengambilan
keputusan dalam organisasi tidak pernah sepenuhnya rasional karena
keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif manusia. Alih-
alih mencari solusi optimal, administrator cenderung mencari solusi
yang "cukup baik" atau satisficing, yang memenubhi kriteria minimum
yang dapat diterima dalam konteks keterbatasan yang ada.
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Simon juga memperkenalkan konsep tentang premis keputusan dan
struktur otoritas dalam organisasi yang mempengaruhi bagaimana
individu membuat keputusan. Analisis Simon tentang bagaimana
organisasi membentuk dan mempengaruhi perilaku individu menjadi
landasan untuk pengembangan teori organisasi modern dan
memberikan wawasan yang berharga untuk merancang struktur
organisasi yang lebih efektif.

Kontribusi Simon tidak terbatas pada administrasi publik, tetapi juga
mencakup pengembangan teori sistem, kecerdasan buatan, dan ilmu
kognitif. Pendekatan interdisipliner Simon menunjukkan bahwa studi
administrasi publik dapat diperkaya melalui dialog dengan disiplin lain,
sebuah visi yang sangat relevan untuk pengembangan administrasi
publik kontemporer yang menghadapi tantangan yang semakin
kompleks dan multidimensional.

Warisan dan Relevansi Kontemporer

Keempat tokoh perintis ini memberikan fondasi teoretis yang kokoh
dan saling melengkapi untuk memahami administrasi publik sebagai
fenomena yang kompleks dan multidimensional. Wilson memberikan
visi tentang administrasi sebagai ilmu terapan, Weber memberikan
analisis sosiologis tentang birokrasi modern, Gulick memberikan
kerangka fungsional, dan Simon memberikan perspektif behavioral
yang lebih realistis tentang pengambilan keputusan dalam organisasi.

Warisan mereka tetap relevan dalam menghadapi tantangan
administrasi publik kontemporer. Penelitian tentang aplikasi logika
fuzzy dalam administrasi publik, misalnya, dapat dilihat sebagai
pengembangan lanjutan dari konsep Simon tentang rasionalitas
terbatas dalam menghadapi masalah kebijakan yang kompleks. Studi
tentang preferensi kerja jarak jauh dalam organisasi publik
menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Weber tentang struktur
birokrasi dan konsep Gulick tentang koordinasi harus diadaptasi untuk
memahami dinamika organisasi dalam era digital (Mele et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, kontribusi keempat tokoh perintis ini
memberikan kerangka analitis untuk memahami evolusi dan
tantangan administrasi publik nasional. Visi Wilson tentang layanan
sipil berbasis merit berkaitan erat dengan implementasi reformasi
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Aparatur Sipil Negara di Indonesia (ASN). Analisis Weber tentang
otoritas rasional-legal relevan untuk memahami proses modernisasi
birokrasi dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi yang sedang
berlangsung.

2.3 Perkembangan Administrasi Publik di Dunia
Era Administrasi Klasik: Membangun Fondasi lmiah

Perkembangan administrasi publik di dunia dapat dipahami melalui
lima era distinktif yang masing-masing mencerminkan respons
terhadap tantangan kontekstual dan kemajuan teoretis yang berbeda.
Era pertama, yang berlangsung dari 1887 hingga 1940an, ditandai oleh
upaya sistematis untuk membangun fondasi ilmiah disiplin
administrasi publik melalui pengembangan prinsip-prinsip universal
dan metodologi yang kokoh.

Era administrasi klasik dimulai dengan karya pionir Wilson di Amerika
Serikat dan berkembang melalui kontribusi Weber di Eropa, yang
bersama-sama meletakkan prinsip-prinsip fundamental administrasi
ilmiah dan rasionalitas birokratis. Gerakan ilmu administrasi pada
periode ini menekankan pentingnya efisiensi, standardisasi, dan
metode ilmiah dalam praktik administratif, dengan keyakinan bahwa
prinsip-prinsip administrasi yang baik dapat ditemukan dan diterapkan
secara universal.

Perkembangan pada era ini tidak terbatas pada Amerika Serikat dan
Eropa, tetapi juga melibatkan adaptasi dan modifikasi prinsip-prinsip
administrasi dalam konteks kolonial dan postkolonial. Sistem
administrasi kolonial Inggris, Prancis, dan Belanda, misalnya,
mengembangkan  bentuk-bentuk birokrasi yang unik yang
menggabungkan prinsip-prinsip Weber dengan struktur kekuasaan
kolonial, menciptakan  warisan  administratif yang masih
mempengaruhi sistem pemerintahan di banyak negara berkembang,
termasuk Indonesia.

Era Hubungan Manusiawi: Mengintegrasikan Dimensi Sosial

Era kedua, yang berlangsung dari 1940an hingga 1970an, menandai
pergeseran paradigmatis dari fokus pada struktur formal dan prinsip-
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prinsip mekanistik menuju perhatian yang lebih besar pada dimensi
manusiawi dan sosial dalam organisasi publik. Era ini dipengaruhi oleh
perkembangan dalam psikologi organisasi, sosiologi industri, dan teori
sistem yang menekankan pentingnya faktor-faktor informal dalam
menentukan efektivitas organisasi.

Gerakan hubungan manusiawi dalam administrasi publik mengkritik
asumsi-asumsi era klasik yang menganggap manusia sebagai faktor
produksi yang dapat dimanipulasi melalui insentif material dan kontrol
struktural. Sebagai gantinya, pendekatan ini menekankan pentingnya
motivasi intrinsik, kepuasan kerja, kepemimpinan yang partisipatif,
dan komunikasi yang efektif dalam menciptakan organisasi yang
produktif dan manusiawi.

Perkembangan pada era ini juga ditandai oleh munculnya studi
perbandingan administrasi publik yang sistematis, yang mencoba
memahami bagaimana konteks kultural, politik, dan ekonomi yang
berbeda mempengaruhi struktur dan praktik administratif. Program
perbandingan administrasi publik yang didanai oleh Ford Foundation
dalam dekade 1950an dan 1960an, misalnya, menghasilkan banyak
studi tentang administrasi pembangunan di negara-negara
berkembang yang memberikan wawasan berharga tentang tantangan
modernisasi administratif.

Era llmu Kebijakan: Mengintegrasikan Analisis dan Politik

Era ketiga, yang berkembang dari 1970an hingga 1990an, ditandai oleh
integrasi yang lebih sistematis antara studi administrasi publik dengan
analisis kebijakan publik dan ilmu politik. Era ini mengakui bahwa
administrasi tidak dapat dipisahkan dari politik dan bahwa
administrator publik memainkan peran penting dalam proses
pembuatan kebijakan, bukan hanya implementasi kebijakan yang
telah ditetapkan oleh otoritas politik.

Perkembangan teori implementasi kebijakan menjadi salah satu
kontribusi  penting era ini, dengan karya-karya seperti
"Implementation” oleh Pressman dan Wildavsky (1973) yang
menunjukkan kompleksitas proses implementasi dan pentingnya
faktor-faktor administratif dalam menentukan keberhasilan atau
kegagalan kebijakan publik. Teori implementasi ini kemudian
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berkembang menjadi berbagai model yang mencoba menjelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi dalam
konteks yang berbeda.

Era ini juga ditandai oleh berkembangnya analisis kebijakan sebagai
disiplin yang menggabungkan metode-metode kuantitatif dan
kualitatif untuk membantu administrator dan pembuat kebijakan
dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif solusi,
dan mengevaluasi efektivitas kebijakan. Perkembangan teknologi
komputer dan metode-metode analitis yang canggih memungkinkan
pengembangan model-model kebijakan yang lebih sofistikated dan
komprehensif.

Era Manajemen Publik Baru: Mengadopsi Praktik Sektor Swasta

Era keempat, yang dimulai pada dekade 1980an dan berlanjut hingga
2000an, ditandai oleh munculnya paradigma NPM vyang
mempromosikan adopsi praktik-praktik manajemen sektor swasta
dalam sektor publik. Era ini merespons kritik terhadap inefisiensi
birokrasi tradisional dan tekanan fiskal yang meningkat pada
pemerintah di berbagai negara, terutama setelah krisis minyak pada
dekade 1970an.

Prinsip-prinsip NPM meliputi pemisahan antara pembuat kebijakan
dan implementer, kompetisi antara penyedia layanan publik,
penggunaan insentif berbasis kinerja, desentralisasi otoritas, fokus
pada hasil daripada proses, orientasi customer, dan adopsi praktik
manajemen sektor swasta. Reformasi yang terinspirasi oleh paradigma
ini diterapkan secara luas di negara-negara maju seperti Inggris,
Australia, dan Selandia Baru, dengan hasil yang beragam.

Penyebaran paradigma NPM ke negara-negara berkembang sering kali
terkait dengan program-program reformasi struktural yang
dipromosikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia
dan International Monetary Fund (IMF). Reformasi ini sering kali
mencakup privatisasi perusahaan negara, deregulasi, desentralisasi,
dan reformasi pelayanan sipil yang bertujuan meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sektor publik.
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Era Tata Kelola Digital: Merespons Transformasi Teknologi

Era kelima, yang dimulai pada awal abad ke-21 dan berlanjut hingga
saat ini, ditandai oleh dampak transformasi digital terhadap
administrasi publik dan munculnya paradigma tata kelola digital yang
menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan teknologi internet, komputasi awan, data besar,
kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya telah menciptakan
peluang baru untuk merevolusi cara pemerintah berinteraksi dengan
masyarakat, mengelola informasi, dan menyediakan layanan publik.
Konsep pemerintahan elektronik berkembang menjadi paradigma
pemerintahan digital yang lebih komprehensif yang tidak hanya
mencakup digitalisasi layanan, tetapi juga transformasi proses kerja,
struktur organisasi, dan kultur birokrasi.

“Era Tata Kelola Digital abad ke-21 memanfaatkan
teknologi informasi untuk transformasi administrasi
publik, menekankan kolaborasi multi-aktor dalam jaringan
pemerintahan yang efektif dan transparan. Untuk
mengatasi masalah publik yang semakin rumit, tatakelola
pemerintahan digital menekankan semakin pentingnya
kolaborasi, koordinasi, dan fasilitasi daripada kontrol
hierarkis tradisional.”

Era ini juga ditandai oleh munculnya paradigma tata kelola jaringan
yang mengakui bahwa pemerintahan modern melibatkan berbagai
aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang bekerja
sama dalam jaringan yang kompleks untuk mengatasi permasalahan
publik yang semakin rumit dan lintas batas. Paradigma ini menekankan
pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan fasilitasi daripada kontrol
hierarkis tradisional.

Pelajaran untuk Konteks Indonesia

Perkembangan global administrasi publik memberikan pelajaran
penting untuk konteks Indonesia yang sedang mengalami transformasi
administrasi publik yang signifikan melalui reformasi birokrasi,
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desentralisasi, dan  digitalisasi.  Pengalaman internasional
menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal administrasi publik yang
dapat diterapkan secara universal, dan bahwa adaptasi terhadap
konteks lokal merupakan faktor kunci keberhasilan reformasi
administratif.

“Pengalaman global administrasi publik mengajarkan
Indonesia bahwa tidak ada model universal; keberhasilan
reformasi bergantung pada adaptasi konteks lokal dan
keseimbangan antara efisiensi-demokrasi serta
standarisasi-fleksibilitas.”

Sejarah perkembangan administrasi publik juga menunjukkan
pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan demokrasi, antara
standarisasi dan fleksibilitas, antara sentralisasi dan desentralisasi,
antara kontrol dan inovasi. Tantangan administrasi publik Indonesia
adalah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran dari pengalaman
internasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik konteks
Indonesia untuk menciptakan sistem administrasi publik yang efektif,
responsif, dan akuntabel.

2.4 Paradigma-paradigma dalam Administrasi Publik
Paradigma Klasik: Pencarian Efisiensi dan Rasionalitas

Paradigma klasik dalam administrasi publik, yang berkembang dari
akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, didasarkan pada
keyakinan fundamental bahwa administrasi dapat dikembangkan
sebagai ilmu yang objektif dengan prinsip-prinsip universal yang dapat
diterapkan  untuk  mencapai  efisiensi maksimal  dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma ini merefleksikan
semangat zaman vyang optimistis terhadap kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sosial
dan organisasional.

Karakteristik utama paradigma klasik meliputi penekanan pada
struktur formal dan hierarki yang jelas, standardisasi prosedur dan
aturan, spesialisasi fungsi berdasarkan keahlian teknis, pemisahan
yang tegas antara politik dan administrasi, serta orientasi pada
efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Paradigma ini juga
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menekankan pentingnya rekrutmen berbasis merit, sistem karier yang
terstruktur, dan netralitas birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Wilson (1887) memberikan visi tentang administrasi sebagai bidang
yang terpisah dari politik yang dapat dikembangkan berdasarkan
prinsip-prinsip ilmiah. Weber (1922) menyediakan analisis sosiologis
tentang birokrasi rasional-legal sebagai bentuk organisasi yang paling
efisien untuk masyarakat modern. Gulick dan Urwick (1937)
mengkodifikasi  prinsip-prinsip  administrasi dalam  kerangka
POSDCORB yang memberikan panduan praktis untuk administrator.

Meskipun paradigma klasik kemudian dikritik karena dianggap terlalu
mekanistik dan mengabaikan dimensi manusiawi organisasi,
kontribusinya terhadap profesionalisasi birokrasi dan pengembangan
sistem administrasi yang akuntabel tetap relevan. Dalam konteks
Indonesia, prinsip-prinsip paradigma klasik masih terlihat dalam
struktur birokrasi dan sistem kepegawaian, meskipun telah mengalami
berbagai adaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan reformasi
dan modernisasi.

Paradigma Perilaku: Mengintegrasikan Dimensi Manusiawi

Paradigma perilaku dalam administrasi publik muncul sebagai respons
terhadap keterbatasan paradigma klasik yang dianggap terlalu
mengabaikan faktor-faktor manusiawi dalam organisasi. Paradigma ini
berkembang mulai dekade 1940an dan dipengaruhi oleh kemajuan
dalam psikologi organisasi, sosiologi industri, dan teori motivasi yang
menunjukkan  pentingnya faktor-faktor informal, hubungan
interpersonal, dan kepuasan kerja dalam menentukan efektivitas
organisasi.

"Paradigma Perilaku muncul sebagai kritik terhadap
pendekatan klasik yang mekanistik, mengintegrasikan
dimensi psikologis-sosial organisasi melalui konsep
rasionalitas terbatas, motivasi manusia, kepemimpinan
partisipatif, dan budaya inovasi."

Simon (1947) memberikan kontribusi fundamental dengan mengkritik
prinsip-prinsip administrasi klasik dan memperkenalkan konsep
rasionalitas terbatas yang menunjukkan bahwa pengambilan
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keputusan dalam organisasi tidak pernah sepenuhnya rasional. Teori X
danY dari McGregor, hierarki kebutuhan Maslow, dan teori dua faktor
Herzberg memberikan wawasan tentang motivasi manusia dalam
organisasi yang berbeda secara fundamental dari asumsi paradigma
klasik.

Paradigma perilaku juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang
partisipatif, komunikasi yang terbuka, pengembangan tim kerja yang
efektif, dan penciptaan budaya organisasi yang mendukung kreativitas
dan inovasi. Pendekatan ini mengakui bahwa efektivitas organisasi
tidak hanya ditentukan oleh struktur formal dan prosedur, tetapi juga
oleh faktor-faktor informal seperti norma kelompok, hubungan
interpersonal, dan iklim organisasi.

Dalam konteks administrasi publik, paradigma perilaku memberikan
wawasan penting tentang bagaimana meningkatkan motivasi pegawai
negeri sipil, mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam
birokrasi, dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung
inovasi pelayanan publik. Paradigma ini juga menekankan pentingnya
keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan dan
pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan yang
berkelanjutan.

Paradigma Pilihan Publik: Aplikasi Teori Ekonomi

Public choice paradigm (paradigma pilihan publik) mengaplikasikan
teori ekonomi, khususnya teori pilihan rasional, untuk menganalisis
perilaku aktor-aktor politik dan birokrat dalam proses pembuatan dan
implementasi kebijakan publik. Paradigma ini berkembang mulai
dekade 1960an dan dipengaruhi oleh karya-karya ekonom seperti
Anthony Downs, James Buchanan, dan Gordon Tullock yang
menantang asumsi normatif bahwa politisi dan birokrat selalu
bertindak untuk kepentingan umum.

Asumsi dasar paradigma pilihan publik adalah bahwa individu-individu
dalam sektor publik, seperti halnya dalam sektor swasta, bertindak
berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan kepentingan
pribadi mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan
publik. Politisi diasumsikan ingin memaksimalkan suara dalam
pemilihan, birokrat ingin memaksimalkan anggaran dan kekuasaan

48



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

mereka, dan kelompok kepentingan ingin memaksimalkan manfaat
yang mereka peroleh dari kebijakan publik.

Paradigma ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana
insentif individual mempengaruhi hasil kebijakan publik dan mengapa
seringkali kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dari perspektif
kepentingan umum. Teori rent-seeking, misalnya, menjelaskan
bagaimana kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi proses
politik untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui regulasi dan
kebijakan pemerintah.

Implikasi praktis paradigma pilihan publik mencakup desain sistem
insentif yang lebih baik untuk mendorong perilaku yang sejalan
dengan kepentingan publik, penggunaan mekanisme kompetisi dalam
penyediaan layanan publik, dan pengembangan sistem akuntabilitas
yang lebih efektif untuk mengontrol perilaku oportunistik birokrat dan
politisi. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini relevan untuk
memahami dinamika korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi
serta merancang reformasi institusional yang dapat mengurangi
perilaku rent-seeking.

Paradigma Tata Kelola Baru: Kolaborasi dan Jaringan

Paradigma tata kelola baru muncul pada dekade 1990an sebagai
respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang semakin
meningkat dan keterbatasan pendekatan hierarkis tradisional dalam
mengatasi permasalahan vyang bersifat lintas batas dan
multidimensional. Paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi
antara aktor-aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil
dalam jaringan yang kompleks untuk mencapai tujuan publik.

Karakteristik utama paradigma tata kelola baru meliputi pengakuan
terhadap interdependensi antara berbagai aktor, penekanan pada
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negosiasi dan konsensus daripada otoritas hierarkis, penggunaan
berbagai instrumen kebijakan selain regulasi (seperti insentif ekonomi
dan kampanye informasi), dan orientasi pada hasil yang dapat diukur.
Paradigma ini juga menekankan pentingnya kepercayaan, reciprocity,
dan social capital dalam membangun dan memelihara jaringan
kolaboratif yang efektif.

Pendekatan jaringan dalam administrasi publik mengakui bahwa
pemerintah tidak lagi memiliki monopoli dalam penyediaan layanan
publik dan pemecahan permasalahan sosial. Sebaliknya, pemerintah
berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan regulator dalam jaringan
yang kompleks yang melibatkan berbagai organisasi dengan keahlian,
sumber daya, dan legitimasi yang berbeda.

Paradigma tata kelola baru juga menekankan pentingnya partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi
kebijakan.  Konsep  governance participatory,  collaborative
governance, dan deliberative democracy menjadi bagian integral dari
paradigma ini yang mengakui bahwa legitimasi dan efektivitas
kebijakan publik bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam
proses pemerintahan.

Integrasi dan Sintesis Paradigma

Perkembangan paradigma-paradigma dalam administrasi publik tidak
bersifat linear atau saling menggantikan, tetapi lebih merupakan
proses akumulasi pengetahuan dimana setiap paradigma memberikan
kontribusi penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif
tentang fenomena administrasi publik. Paradigma klasik memberikan
fondasi tentang pentingnya struktur dan prosedur, paradigma perilaku
menambahkan dimensi manusiawi, paradigma pilihan publik
memberikan wawasan tentang insentif dan perilaku strategis,
sementara paradigma tata kelola baru menekankan kolaborasi dan
partisipasi.

Tantangan bagi teori dan praktik administrasi publik kontemporer
adalah bagaimana mengintegrasikan wawasan dari berbagai
paradigma ini untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan
kontekstual. Tidak ada paradigma tunggal yang dapat memberikan
panduan yang memadai untuk mengatasi kompleksitas administrasi

50



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

publik modern, sehingga diperlukan sintesis yang kreatif dan adaptif
sesuai dengan konteks spesifik yang dihadapi.

Dalam konteks Indonesia, integrasi paradigma-paradigma ini dapat
memberikan kerangka konseptual untuk memahami dan merancang
reformasi birokrasi yang komprehensif. Prinsip-prinsip efisiensi dan
akuntabilitas dari paradigma klasik perlu dikombinasikan dengan
perhatian terhadap dimensi manusiawi dari paradigma perilaku,
analisis insentif dari paradigma pilihan publik, dan penekanan pada
kolaborasi dan partisipasi dari paradigma tata kelola baru.

Kesimpulan

Teori administrasi publik merepresentasikan evolusi intelektual yang
kaya dan kompleks, dimulai dari upaya sistematis untuk membangun
disiplin ilmiah pada akhir abad ke-19 hingga respons terhadap
tantangan tata kelola kontemporer dalam era globalisasi dan
digitalisasi. Perjalanan teoretis ini menunjukkan bahwa administrasi
publik bukan sekadar praktik teknis, melainkan fenomena sosial-politik
yang kompleks yang memerlukan pemahaman multidimensional dan
pendekatan interdisipliner.

Asal-usul administrasi publik sebagai disiplin akademik mencerminkan
respons intelektual terhadap transformasi fundamental masyarakat
modern, termasuk industrialisasi, demokratisasi, dan kompleksitas
permasalahan publik yang semakin meningkat. Visi Wilson tentang
administrasi ilmiah, analisis Weber tentang birokrasi rasional-legal,
kerangka fungsional Gulick, dan revolusi behavioral Simon
memberikan fondasi teoretis yang kokoh namun tetap terbuka untuk
pengembangan dan adaptasi sesuai dengan perubahan konteks dan
tantangan baru.

Kontribusi tokoh-tokoh perintis administrasi publik menunjukkan
bahwa pengembangan teori tidak dapat dipisahkan dari konteks
historis dan praktis yang melatarbelakanginya. Setiap tokoh
merespons tantangan spesifik zamannya sambil memberikan
kontribusi konseptual yang memiliki relevansi berkelanjutan. Warisan
teoretis mereka tetap hidup dan berkembang melalui reinterpretasi
dan aplikasi dalam konteks yang berbeda, menunjukkan vitalitas dan
adaptabilitas disiplin administrasi publik.
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Perkembangan global administrasi publik menunjukkan bahwa disiplin
ini telah berkembang melalui berbagai era yang masing-masing
ditandai oleh paradigma dominan yang berbeda. Dari era klasik yang
menekankan efisiensi dan rasionalitas, era hubungan manusiawi yang
mengintegrasikan dimensi sosial, era ilmu kebijakan yang mengakui
keterkaitan politik dan administrasi, era manajemen publik baru yang
mengadopsi praktik sektor swasta, hingga era tata kelola digital yang
merespons transformasi teknologi, setiap era memberikan kontribusi
penting untuk pemahaman vyang lebih komprehensif tentang
administrasi publik.

Paradigma-paradigma dalam administrasi publik menunjukkan
kekayaan perspektif teoretis yang tersedia untuk memahami dan
menganalisis fenomena administrasi publik. Paradigma klasik,
perilaku, pilihan publik, dan tata kelola baru masing-masing
memberikan lensa analitis yang berbeda namun saling melengkapi.
Tidak ada paradigma tunggal yang dapat memberikan pemahaman
yang lengkap, sehingga diperlukan sintesis yang kreatif dan
kontekstual untuk mengembangkan teori dan praktik administrasi
publik yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, warisan teoretis global administrasi publik
memberikan sumber inspirasi dan pembelajaran yang berharga,
namun perlu diadaptasi dan dikontekstualisasikan sesuai dengan
karakteristik spesifik sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya
Indonesia. Pengalaman reformasi birokrasi, desentralisasi, dan
demokratisasi di Indonesia memberikan kontribusi penting untuk
pengembangan teori administrasi publik yang lebih inklusif dan sensitif
terhadap konteks negara berkembang.

Tantangan masa depan pengembangan teori administrasi publik
meliputi respons terhadap transformasi digital, perubahan iklim,
ketidaksetaraan sosial, dan tantangan global lainnya yang memerlukan
pendekatan baru dalam tata kelola. Teori administrasi publik perlu
terus berkembang dan beradaptasi untuk tetap relevan dan
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memberikan panduan yang berguna bagi praktisi dan pembuat
kebijakan dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian yang
semakin meningkat.

Sintesis dari pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa teori
administrasi publik merupakan warisan intelektual yang hidup dan
terus berkembang. Pemahaman tentang asal-usul, tokoh-tokoh
perintis, perkembangan global, dan paradigma-paradigma teoretis
memberikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan administrasi
publik yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam konteks yang terus
berubah. Teori bukan hanya alat analisis, tetapi juga panduan untuk
aksi dalam upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik untuk
kesejahteraan masyarakat.
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BAB 3
LANDASAN TEORITIS ADMINISTRASI PUBLIK

Pendahuluan

Landasan teoritis administrasi publik telah mengalami evolusi
pemikiran yang dinamis selama lebih dari satu abad, mencerminkan
pergulatan intelektual vyang berkelanjutan dalam memahami
kompleksitas tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan ini
melahirkan beragam paradigma teoritis yang masing-masing
menawarkan perspektif unik dalam menganalisis fenomena birokrasi,
manajemen publik, dan hubungan antara negara dengan warga
negara. Keragaman pendekatan teoritis ini bukan sekadar refleksi
akademis, melainkan respons praktis terhadap tantangan nyata yang
dihadapi administrasi publik dalam menjalankan fungsi pelayanan,
regulasi, dan pembangunan di berbagai konteks sosial-politik-
ekonomi.

Evolusi teoritis administrasi publik dapat dipahami sebagai dialektika
berkelanjutan antara pencarian efisiensi administratif dengan
tuntutan demokrasi dan keadilan sosial. Dimulai dari teori klasik yang
menekankan rasionalitas dan struktur formal, pemikiran administrasi
publik kemudian berkembang melalui teori perilaku yang mengakui
dimensi manusiawi dalam organisasi, teori sistem yang menekankan
keterkaitan holistik, teori pilihan publik yang menerapkan logika
ekonomi, NPM yang mengadopsi semangat kewirausahaan, hingga
paradigma tatakelola pemerintahan dan New Public Service (NPS) yang
mengembalikan fokus pada nilai-nilai demokratis dan partisipasi
warga.

“Evolusi teoritis administrasi publik mencerminkan
dialektika berkelanjutan antara efisiensi dan demokrasi,
menghasilkan enam paradigma fundamental yang
memberikan landasan analitis strategis bagi transformasi
birokrasi dan tata kelola demokratis Indonesia
kontemporer.”
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Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap landasan teoritis
administrasi publik memiliki relevansi strategis yang sangat penting.
Transformasi Indonesia dari sistem otoritarian menuju demokrasi, dari
ekonomi tertutup menuju pasar terbuka, dan dari birokrasi sentralistik
menuju otonomi daerah, menuntut penguasaan konseptual yang
komprehensif terhadap berbagai paradigma teoritis. Tantangan
reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, tata kelola yang
partisipatif, dan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan
sintesis kreatif dari berbagai tradisi teoritis yang telah berkembang.

Bab ini akan mengeksplorasi enam paradigma teoritis utama yang
membentuk landasan intelektual administrasi publik kontemporer.
Teori klasik administrasi publik menguraikan fondasi awal disiplin ini
dengan penekanan pada efisiensi dan rasionalitas. Teori perilaku
dalam organisasi publik menekankan pentingnya faktor manusia,
motivasi, dan budaya organisasi. Teori Sistem dalam Administrasi
Publik menawarkan perspektif holistik tentang keterkaitan
antarelemen dalam birokrasi dan lingkungannya. Teori pilihan publik
membawa logika ekonomi dan analisis rasionalitas individual ke dalam
fenomena politik-administratif. NPM mengadopsi semangat
manajerial dan orientasi pasar dalam sektor publik. Terakhir,
Governance and New Public Service menekankan kolaborasi,
partisipasi demokratis, dan nilai-nilai keadilan sosial.

Setiap paradigma akan dianalisis dari perspektif kontribusi teoretis,
implementasi praktis, relevansi kontekstual untuk Indonesia, serta
kritik dan keterbatasannya. Pendekatan komparatif ini bertujuan
memberikan pemahaman yang balanced dan nuanced terhadap
kekuatan serta kelemahan masing-masing perspektif teoritis, sehingga
pembaca dapat mengembangkan sintesis analitis yang sesuai dengan
kompleksitas tantangan administrasi publik di era kontemporer.

3.1 Teori Klasik Administrasi Publik
Konteks Historis Kelahiran Disiplin

Teori klasik administrasi publik merupakan fondasi awal dari
perkembangan disiplin ini sebagai bidang studi yang mandiri. Akar
keilmuan administrasi publik tumbuh dari pergulatan intelektual pada
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika negara modern
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membutuhkan kerangka normatif dan konseptual untuk mengelola
birokrasi secara efektif (Wilson, 1887; Weber, 1922). Teori klasik
menekankan pada rasionalitas, struktur formal, dan prinsip
manajemen yang sistematis. Meskipun kemudian banyak dikritik
karena dianggap kaku dan mekanistik, kontribusinya sangat penting
dalam membentuk arah perkembangan administrasi publik hingga kini
(Henry, 2019; Stillman, 2010).

Dikotomi Politik-Administrasi Wilson

Tonggak awal teori klasik ditandai oleh esai Woodrow Wilson (1887)
yang berjudul "The Study of Administration”. Wilson menekankan
pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi, di mana politik
dianggap sebagai ranah perumusan kebijakan, sedangkan administrasi
berfokus pada implementasi kebijakan secara netral dan profesional
(Wilson, 1887; Rosenbloom, 2008). Dikotomi politik-administrasi ini
menandai lahirnya paradigma klasik yang menekankan efisiensi,
rasionalitas, dan netralitas birokrasi. Konsep ini kemudian menjadi
dasar pengembangan sistem pelayanan sipil di berbagai negara
(Raadschelders, 2011; White, 1926). Meskipun dalam praktiknya
dikotomi ini banyak menuai kritik dari berbagai ahli yang menilainya
tidak realistis, gagasan Wilson tetap berpengaruh hingga kini dalam
desain sistem birokrasi modern (Svara, 2001; Overeem, 2005).

Birokrasi Rasional-Legal Weber

Pemikiran Max Weber (1922) memperkuat fondasi teori klasik dengan
konsep birokrasi rasional-legal yang menjadi rujukan utama studi
organisasi publik. Weber menggambarkan birokrasi sebagai organisasi
yang memiliki ciri hierarki yang jelas, pembagian kerja tegas, aturan
formal yang tertulis, serta rekrutmen berbasis kemampuan dan
keahlian (Weber, 1922; Gerth & Mills, 1946). Menurut Weber,
birokrasi modern adalah bentuk organisasi paling rasional untuk
mengelola tugas-tugas kompleks negara modern, menggantikan
sistem patrimonial dan tradisional yang tidak efisien (Weber, 1922;
Bendix, 1962). Konsep ini memengaruhi desain birokrasi di seluruh
dunia, termasuk di Indonesia, yang hingga kini masih mengadopsi
prinsip-prinsip birokrasi Weber dalam struktur pemerintahan,
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meskipun dengan berbagai adaptasi sesuai konteks lokal
(Tjokroamidjojo, 1995; Prasojo, 2006).

Prinsip POSDCORB dan Pendekatan Manajerial

Kontribusi penting lainnya datang dari Luther Gulick dan Lyndall
Urwick (1937) melalui prinsip POSDCORB yang terdiri dari Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan
Budgeting. POSDCORB memberikan kerangka fungsional untuk
memahami tugas-tugas utama administrasi publik secara sederhana
dan praktis (Gulick & Urwick, 1937; Fayol, 1949). Prinsip ini digunakan
secara luas di sekolah administrasi publik pada paruh pertama abad
ke-20 dan hingga kini masih diajarkan sebagai dasar manajemen
publik, meskipun telah mengalami berbagai penyempurnaan (Dimock,
1958; Waldo, 1984). Pendekatan ini mencerminkan semangat zaman
yang percaya bahwa administrasi dapat dikembangkan sebagai sains
yang objektif dan universal (Taylor, 1911; Fayol, 1949).

Transisi menuju Teori Perilaku

Teori klasik juga diperkaya oleh karya Herbert Simon (1947) yang
memperkenalkan konsep perilaku administratif dengan kritik tajam
terhadap prinsip-prinsip normatif yang terlalu sederhana. Simon
menawarkan pendekatan ilmiah dengan konsep rasionalitas terbatas,
yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi
tidak pernah sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi,
waktu, dan kapasitas kognitif (Simon, 1947; March & Simon, 1958).
Walaupun Simon kemudian dianggap sebagai jembatan menuju teori
perilaku, karyanya masih sangat berakar pada fondasi klasik karena
menekankan pentingnya struktur dan pengambilan keputusan yang
sistematis dalam organisasi publik (Simon, 1976; Cyert & March,
1963).

Relevansi Kontemporer dan Kritik

Dalam literatur terbaru, relevansi teori klasik terus diperdebatkan
namun tetap diakui pentingnya. Edwards (2021) menegaskan bahwa
pemahaman atas birokrasi Weber masih penting untuk menganalisis
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tantangan administrasi publik modern, terutama dalam konteks
negara berkembang yang menghadapi persoalan korupsi, nepotisme,
dan sistem patrimonial. Demikian pula, OECD (2023) menekankan
bahwa prinsip birokrasi rasional tetap diperlukan untuk menjamin
akuntabilitas dan profesionalisme, meskipun harus dilengkapi dengan
pendekatan partisipatif dan inovasi digital dalam era transformasi
tatakelola pemerintahan kontemporer.

“Meskipun dikritik kaku dan lamban, transformasi digital
memungkinkan optimalisasi prinsip rasionalitas klasik
dengan nilai-nilai baru seperti transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi publik kontemporer.”

Kritik terhadap teori klasik berkembang dari berbagai perspektif
teoritis dan praktis. Pertama, dikotomi politik-administrasi Wilson
dianggap tidak realistis karena dalam praktik birokrat sering terlibat
dalam proses politik, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam
dinamika kekuasaan (Appleby, 1949; Waldo, 1984). Kedua, birokrasi
Weber dikritik karena melahirkan kekakuan organisasi, hirarki
berlebihan, dan resistensi terhadap perubahan yang menghambat
inovasi (Merton, 1940; Thompson, 1961). Ketiga, prinsip-prinsip
POSDCORB dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan
kompleksitas perilaku manusia dalam organisasi (Simon, 1947; March
& Simon, 1958).

Implementasi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, teori klasik memberikan dasar penting
dalam  pembangunan birokrasi pasca-kemerdekaan. Sistem
administrasi negara pada masa Orde Lama dan Orde Baru sangat
dipengaruhi oleh prinsip Weber dengan penekanan pada hierarki kuat,
sentralisasi kekuasaan, dan formalitas prosedur (Tjokroamidjojo,
1995; Prasojo, 2006). Hingga kini, banyak kritik terhadap birokrasi
Indonesia yang dianggap masih terlalu kaku, hierarkis, lamban, dan
kurang adaptif terhadap tuntutan inovasi dan pelayanan publik yang
responsif (Dwiyanto, 2011; Kurniawan, 2018). Namun, perlu dicatat
bahwa struktur birokrasi Weber juga memberikan stabilitas organisasi
dan sistem, terutama dalam situasi negara yang menghadapi berbagai
tantangan politik dan sosial.
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Transformasi digital dalam administrasi publik Indonesia memberikan
peluang baru untuk mengoptimalkan prinsip-prinsip klasik dengan
cara yang lebih efektif. Sistem informasi kepegawaian, digitalisasi
prosedur, dan otomatisasi layanan publik memungkinkan
implementasi prinsip rasionalitas dan standardisasi Weber tanpa
kekakuan birokrasi tradisional (Nugraha et al., 2022; Pratama &
Imawan, 2019). Prinsip POSDCORB juga dapat diintegrasikan dengan
sistem manajemen digital yang memfasilitasi perencanaan,
koordinasi, dan pelaporan yang lebih akurat dan real-time.

Refleksi dari teori klasik menunjukkan bahwa meskipun banyak
dikritik, prinsip dasarnya tetap relevan dalam konteks administrasi
publik kontemporer. Netralitas birokrasi Wilson, rasionalitas dan
sistem merit Weber, serta kerangka manajerial POSDCORB masih
menjadi pijakan dalam reformasi birokrasi modern di berbagai negara
(Pollitt & Bouckaert, 2017; Peters, 2018). Tantangan saat ini adalah
mengintegrasikan prinsip klasik dengan nilai-nilai baru seperti
partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi, agar
administrasi publik tetap efektif sekaligus responsif terhadap
kebutuhan masyarakat di abad ke-21.

3.2 Teori Perilaku dalam Organisasi Publik
Respons terhadap Keterbatasan Teori Klasik

Teori perilaku dalam organisasi publik lahir sebagai reaksi terhadap
keterbatasan teori klasik yang dianggap terlalu menekankan struktur
formal dan mengabaikan dimensi manusia dalam birokrasi. Pada
pertengahan abad ke-20, banyak ilmuwan menilai bahwa memahami
administrasi publik tidak cukup hanya dengan menekankan hierarki
dan aturan formal (Mayo, 1933; Roethlisberger & Dickson, 1939).
Sebaliknya, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana
individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, apa yang
memotivasi mereka, dan bagaimana faktor psikologis memengaruhi
kinerja birokrasi. Perhatian terhadap aspek manusiawi inilah yang
melahirkan teori perilaku, yang menekankan motivasi, kepemimpinan,
komunikasi, dan budaya organisasi sebagai faktor penting dalam
efektivitas administrasi publik (Barnard, 1938; Follett, 1924).
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Revolusi Simon dalam Pemahaman Administrasi

Herbert Simon (1947) dalam karyanya "Administrative Behavior"
merupakan tokoh kunci yang memelopori pendekatan perilaku dalam
studi administrasi publik. Simon menolak prinsip-prinsip normatif
administrasi seperti POSDCORB yang dianggapnya terlalu deskriptif,
tidak ilmiah, dan mengabaikan kompleksitas pengambilan keputusan
manusia (Simon, 1947; March & Simon, 1958). la memperkenalkan
konsep rasionalitas terbatas, yakni bahwa pengambil keputusan dalam
birokrasi tidak bisa sepenuhnya rasional karena keterbatasan
informasi, waktu, dan kapasitas kognitif manusia (Simon, 1955; Cyert
& March, 1963). Konsep ini menjadi tonggak perubahan besar dalam
memahami birokrasi: organisasi publik dilihat bukan hanya sebagai
mesin aturan yang bekerja mekanis, melainkan arena perilaku
manusia dengan segala keterbatasan, emosi, dan kompleksitasnya.

Organisasi sebagai Koalisi Kepentingan

Selain  Simon, James March dan Herbert Simon (1958)
memperkenalkan konsep organisasi sebagai koalisi berbagai aktor
dengan kepentingan yang berbeda-beda. Keputusan dalam birokrasi
tidak selalu mengikuti pola linier dan rasional, melainkan seringkali
merupakan hasil kompromi, negosiasi, dan tawar-menawar antaraktor
yang memiliki tujuan berbeda (March & Simon, 1958; Cyert & March,
1963). Perspektif ini membuka ruang untuk memahami birokrasi
sebagai arena politik internal, tempat kepentingan individu, kelompok,
dan unit organisasi berinteraksi, berkonflik, dan berkolaborasi dalam
mencapai tujuan bersama.

“Teori perilaku muncul mengkritik pendekatan klasik yang
mengabaikan aspek manusiawi. Herbert Simon
memperkenalkan rasionalitas terbatas, sementara March
dan Simon memandang organisasi sebagai koalisi
kepentingan yang melibatkan negosiasi dan kompromi
antaraktor.”

Teori Motivasi dan Psikologi Organisasi
Teori perilaku juga mendapat dukungan kuat dari perkembangan ilmu

psikologi organisasi yang berkembang pesat pada masa itu. Abraham
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Maslow (1943) memperkenalkan hierarki kebutuhan manusia, mulai
dari kebutuhan fisiologis dasar hingga aktualisasi diri, yang sangat
memengaruhi pemahaman tentang motivasi kerja dalam organisasi
publik. Frederick Herzberg (1959) mengembangkan teori dua faktor
yang membedakan antara faktor motivator seperti pencapaian dan
pengakuan dengan faktor pemeliharaan seperti gaji dan kondisi kerja
(Herzberg et al., 1959; Hackman & Oldham, 1980). Douglas McGregor
(1960) menambahkan teori X dan teori Y, yang menggambarkan dua
asumsi berbeda tentang sifat dasar manusia: pekerja yang secara
alamiah malas dan perlu dikontrol ketat versus pekerja yang kreatif,
bertanggung jawab, dan dapat dipercaya untuk bekerja mandiri.
Ketiga teori motivasi ini memberikan landasan bagi pemahaman baru
bahwa kualitas kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh cara pegawai
dimotivasi, diperlakukan, dan dikembangkan dalam organisasi.

Budaya Organisasi dan Kepemimpinan

Budaya organisasi menjadi aspek penting lainnya dalam teori perilaku
yang dikembangkan oleh berbagai ahli. Edgar Schein (1985)
mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem nilai, norma,
keyakinan, dan asumsi dasar bersama yang membentuk cara anggota
organisasi berperilaku, berpikir, dan mengambil keputusan (Schein,
1985; Deal & Kennedy, 1982). Dalam birokrasi publik, budaya
organisasi yang positif dapat memperkuat integritas, akuntabilitas,
etika pelayanan, dan komitmen terhadap kepentingan publik,
sementara budaya yang negatif dapat menimbulkan resistensi
terhadap perubahan, praktik korupsi, atau ketidakpedulian terhadap
kualitas layanan (Denison, 1990; Cameron & Quinn, 2011). Thoha
(2015) menekankan bahwa birokrasi Indonesia masih sangat
dipengaruhi budaya patrimonial dan hierarkis yang mengutamakan
hubungan personal daripada merit, sehingga reformasi birokrasi harus
memperhatikan dimensi budaya organisasi, bukan sekadar perubahan
struktur kelembagaan atau sistem prosedur.

“Teori motivasi, budaya organisasi, kepemimpinan
transformasional, komunikasi dua arah, dan pengelolaan
konflik konstruktif menjadi faktor krusial efektivitas
birokrasi kontemporer.”
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Dimensi kepemimpinan juga menjadi pusat perhatian dalam
pengembangan teori perilaku organisasi publik. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh
terhadap iklim organisasi, motivasi pegawai, dan kualitas pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat (Bass, 1985; Burns, 1978).
Kepemimpinan transformasional yang menginspirasi, memberikan visi
jelas, mengembangkan kemampuan bawahan, dan memberdayakan
pegawai terbukti lebih efektif dibanding kepemimpinan transaksional
yang hanya berfokus pada sistem imbalan dan hukuman (Bass &
Avolio, 1994; Yukl, 2013). Dalam konteks sektor publik, kepemimpinan
yang efektif harus mampu menyeimbangkan tuntutan efisiensi dengan
nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas publik, dan keadilan sosial (Van
Wart, 2013; Crosby & Bryson, 2005).

Komunikasi dan Konflik dalam Organisasi

Aspek komunikasi organisasi menjadi elemen krusial lainnya dalam
teori perilaku. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah dapat
memperkuat koordinasi antarunit, mencegah kesalahpahaman dalam
implementasi kebijakan, dan membangun kepercayaan dalam
organisasi birokrasi yang kompleks (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976;
Katz & Kahn, 1978). Sebaliknya, komunikasi yang buruk, tertutup, atau
hanya satu arah sering menjadi penyebab utama kegagalan
implementasi kebijakan, konflik internal, dan rendahnya kinerja
organisasi. Dalam era digital, pola komunikasi organisasi mengalami
transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi
untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan jangkauan komunikasi
internal maupun eksternal (Fountain, 2001; Bretschneider, 2003).

Konflik organisasi dalam perspektif teori perilaku tidak selalu
dipandang sebagai hal negatif yang harus dihindari, melainkan sebagai
fenomena natural yang dapat dikelola secara konstruktif untuk
mendorong inovasi dan perbaikan kinerja (Pondy, 1967; Thomas,
1976). Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber
kreativitas, pembelajaran organisasi, dan adaptasi terhadap
perubahan lingkungan. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik
dapat merusak hubungan kerja, menurunkan produktivitas, dan
menghambat pencapaian tujuan organisasi.
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Studi Empiris di Indonesia

Studi empiris di Indonesia memperlihatkan relevansi kuat teori
perilaku dalam memahami dinamika birokrasi. Penelitian Maniagasi
(2018) di Puskesmas Papua menunjukkan bahwa faktor struktur
organisasi yang tidak jelas, budaya kerja yang lemah, kepemimpinan
yang kurang adaptif, dan komunikasi yang buruk menyebabkan
rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Temuan ini
menggarisbawahi bahwa perbaikan kinerja birokrasi tidak hanya soal
penyempurnaan regulasi atau penambahan anggaran, tetapi juga
memerlukan perhatian serius terhadap aspek perilaku dan psikologi
organisasi.

Penelitian Tjokro (2019) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon juga menegaskan pentingnya faktor perilaku dalam
menentukan kualitas pelayanan publik. Disiplin kerja, motivasi
internal, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan terbukti
memengaruhi secara signifikan kualitas pelayanan kependudukan
yang diberikan kepada masyarakat. Rekomendasinya adalah
peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan,
pembentukan budaya kerja yang berorientasi pelayanan, dan
penguatan sistem motivasi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.
Hal ini selaras dengan gagasan inti teori perilaku bahwa faktor manusia
adalah inti keberhasilan atau kegagalan organisasi publik.

Studi yang lebih baru dari Edward et al. (2024) menekankan fenomena
resistensi birokrasi Indonesia terhadap inovasi dan perubahan dalam
pelayanan publik. Resistensi ini tidak hanya disebabkan faktor
struktural atau keterbatasan sumber daya, melainkan juga perilaku
aparat yang cenderung defensif, takut kehilangan kewenangan, dan
enggan keluar dari zona nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa
pendekatan perilaku tetap sangat relevan untuk memahami dan
mengatasi tantangan reformasi birokrasi Indonesia di era digital dan
tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
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Kritik dan Keterbatasan

Kritik terhadap teori perilaku memang ada dan perlu diakui
keterbatasannya. Beberapa ahli menilai bahwa teori ini terlalu fokus
pada faktor individu dan psikologis sehingga cenderung mengabaikan
pengaruh struktur kekuasaan, konteks politik, dan faktor institusional
yang lebih luas (Perrow, 1986; DiMaggio & Powell, 1983). Misalnya,
persoalan korupsi sistemik tidak bisa dijelaskan hanya dari sudut
pandang perilaku individu yang menyimpang, melainkan juga dari
lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi yang permisif, dan
struktur insentif yang mendorong perilaku oportunistik. Namun
demikian, kekuatan teori perilaku justru terletak pada kemampuannya
menyoroti sisi manusiawi birokrasi yang sering terabaikan oleh
pendekatan struktural dan formal.

“Masalah korupsi sistemik tidak bisa dijelaskan dari sudut
pandang penyimpangan perilaku individu, melainkan
lemahnya pengawasan, budaya permisif, dan struktur
insentif oportunistik.”

Dalam konteks transformasi digital administrasi publik, teori perilaku
memberikan wawasan penting tentang bagaimana teknologi dapat
mengubah pola perilaku, komunikasi, dan interaksi dalam organisasi
publik. Adopsi teknologi baru seringkali menghadapi resistensi dari
pegawai yang khawatir dengan perubahan rutinitas kerja, tuntutan
kompetensi baru, atau pergeseran struktur kewenangan (Rogers,
2003; Venkatesh et al., 2003). Pemahaman tentang faktor-faktor
perilaku yang mendorong atau menghambat adopsi teknologi menjadi
kunci keberhasilan program digitalisasi pelayanan publik.

Refleksi dari teori perilaku menegaskan bahwa administrasi publik
bukan sekadar soal prosedur, aturan, dan struktur formal, melainkan
juga tentang perilaku manusia, motivasi kerja, dinamika
kepemimpinan, budaya organisasi, dan pola komunikasi yang sehat.
Tanpa perhatian serius terhadap dimensi perilaku ini, upaya reformasi
birokrasi hanya akan menghasilkan perubahan struktural yang kosong
tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas
pelayanan. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori perilaku berarti
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memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia,
membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi
pelayanan, mendorong kepemimpinan publik yang inspiratif dan
transformasional, serta menciptakan sistem komunikasi yang terbuka
dan partisipatif.

3.3 Teori Sistem dalam Administrasi Publik
Perspektif Holistik dan Integratif

Teori sistem dalam administrasi publik berkembang pada pertengahan
abad ke-20 sebagai upaya mengatasi keterbatasan pendekatan klasik
yang terlalu menekankan struktur formal dan pendekatan perilaku
yang terlalu fokus pada aspek individu dalam organisasi. Pendekatan
sistem menawarkan perspektif yang lebih holistik dan integratif,
dengan melihat organisasi publik sebagai kesatuan kompleks yang
terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam lingkungan
yang dinamis dan terus berubah (Bertalanffy, 1968; Kast &
Rosenzweig, 1972). Paradigma sistem memungkinkan pemahaman
yang lebih mendalam tentang keterkaitan antarunsur dalam birokrasi
dan interaksinya dengan lingkungan eksternal yang memengaruhi
kinerja dan efektivitas organisasi publik.

General System Theory dan Fondasi Filosofis

Ludwig von Bertalanffy (1968) dengan General System Theory
memberikan landasan filosofis yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu,
termasuk administrasi publik. Bertalanffy menekankan sistem sebagai
totalitas dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling
ketergantungan, di mana perubahan pada satu bagian akan
memengaruhi keseluruhan sistem secara dinamis (Bertalanffy, 1968;
Boulding, 1956). Pendekatan ini diadopsi secara luas dalam studi
administrasi publik untuk menjelaskan mengapa birokrasi tidak dapat
dipahami hanya sebagai struktur formal yang statis, tetapi harus
dilihat sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara berkelanjutan
dengan lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di sekitarnya
(Katz & Kahn, 1978; Thompson, 1967).
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Model Masukan-Keluaran Easton

David Easton (1965) memperkuat perspektif sistem ini melalui
pengembangan model masukan-keluaran dalam sistem politik yang
kemudian diadopsi dalam analisis administrasi publik. Menurut
Easton, sistem politik menerima masukan berupa tuntutan dan
dukungan dari masyarakat, lalu memprosesnya melalui berbagai
mekanisme kebijakan, menghasilkan keluaran berupa kebijakan publik
dan program pemerintah, yang kemudian mendapat umpan balik dari
masyarakat dan lingkungan (Easton, 1965; Almond & Powell, 1966).
Siklus  masukan-proses-keluaran-umpan balik ini menjelaskan
bagaimana birokrasi dan pemerintahan beroperasi dalam interaksi
yang terus-menerus dan saling memengaruhi dengan lingkungannya,
bukan sebagai entitas yang bekerja secara tertutup dan mandiri.

Keterkaitan Kompleks Elemen Sistem

Dalam konteks administrasi publik, teori sistem memungkinkan
pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterkaitan kompleks
antara sumber daya organisasi seperti manusia, anggaran, teknologi,
dan informasi, proses organisasi yang meliputi perencanaan,
implementasi, koordinasi, dan evaluasi, hasil atau keluaran berupa
kebijakan dan pelayanan publik, serta umpan balik berupa respon
masyarakat, evaluasi lembaga pengawas, dan penilaian media (Kast &
Rosenzweig, 1985; Scott, 2003). Semua elemen tersebut membentuk
satu kesatuan sistem yang menentukan tingkat efektivitas dan
responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Bailey (1968) memberikan kontribusi penting dengan membedakan
empat jenis teori dalam administrasi publik: deskriptif-eksplanatif
yang menjelaskan fenomena, normatif yang menetapkan standar
ideal, asumtif yang mengembangkan model teoritis, dan instrumental
yang menyediakan alat analisis praktis. Keempat jenis teori ini
menghasilkan tiga pilar utama studi administrasi publik: perilaku
organisasi, manajemen dan kebijakan publik, serta etika dan
kepentingan publik (Bailey, 1968; Frederickson et al., 2016). Melalui
kerangka sistem, ketiga pilar tersebut dipahami sebagai subsistem
yang saling berhubungan dan memengaruhi. Dengan kata lain,
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reformasi birokrasi yang efektif tidak dapat dilakukan hanya pada satu
aspek seperti struktur atau prosedur, tetapi harus melibatkan
keseluruhan subsistem secara terintegrasi dan sistematis.

Prinsip Dasar dan Konsep Kunci

Prinsip dasar teori sistem dalam administrasi publik meliputi beberapa
konsep kunci yang saling berkaitan. Keterbukaan sistem menegaskan
bahwa birokrasi harus responsif dan adaptif terhadap perubahan
lingkungan eksternal, baik politik, ekonomi, sosial, maupun teknologi
(Scott, 2003; Thompson, 1967). Saling ketergantungan menegaskan
bahwa unit-unit dalam birokrasi saling memengaruhi dan bergantung
satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Keseimbangan atau
homeostasis merujuk pada kemampuan sistem menjaga stabilitas
internal sambil beradaptasi dengan perubahan eksternal. Adaptasi
menunjukkan kemampuan sistem untuk bertransformasi dan
berkembang menghadapi tantangan dan peluang baru (Katz & Kahn,
1978; Lawrence & Lorsch, 1967).

“Sistem menerima masukan berupa tuntutan dan
dukungan masyarakat, memproses melalui mekanisme
kebijakan, menghasilkan keluaran kebijakan publik dan
program pemerintah, kemudian mendapat umpan balik

dari lingkungan.”

Aplikasi dalam Reformasi Birokrasi

Aplikasi teori sistem tampak jelas dalam berbagai upaya reformasi
birokrasi kontemporer di berbagai negara. Misalnya, reformasi
pelayanan publik tidak bisa dipahami hanya dari sudut peningkatan
kualitas pegawai sebagai masukan, tetapi juga perbaikan proses kerja
dan prosedur, peningkatan kualitas hasil layanan, serta responsivitas
terhadap umpan balik dan kepuasan masyarakat (Pollitt & Bouckaert,
2017; Peters, 2018). Kegagalan pada salah satu komponen sistem akan
melemahkan efektivitas keseluruhan sistem, sebaliknya perbaikan
yang sistematis pada semua komponen akan menghasilkan sinergi
yang memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pengembangan Teori Sistem dalam administrasi publik mencerminkan
pendekatan komprehensif dengan unsur fundamental INPUT -
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PROCESS - OUTPUT vyang membentuk siklus pembelajaran
berkelanjutan. Model ini menunjukkan dua mekanisme umpan balik
krusial: feedback yang mengalir dari OUTPUT kembali ke INPUT untuk
koreksi “proses” (faktor internal dan eksternal), dan outcome yang
merepresentasikan dampak jangka panjang (impact) menuju siklus
berikutnya sebagaimana tercermin dalam gambar (diagram) berikut:

‘: ............... _________________ ‘
1 Lingkungan \|/ Siklus 1

internal

[ INPUT ] . [ PROCESS ] . [ OUTPUT ]<:| (Output:

“Kurang
N Lingk

gkungan 1 n
' Baik”)

\i/ I internal \I/ Siklus zl

e == .
i Lingkungan :
1
[ INPUT ] . [ PROCESS ] . [ OUTPUT ]<:| dSt.
f Linek ! (Output:
. e i “Lebih Baik”)

Gambar 3.1. Pengembangan Siklus Teori Sistem, Gunawan Undang
(2025). Sumber dikembangkan dari Almond & Powell
(1966); Bailey (1968); Bertalanffy (1968); Boulding (1956);
Easton (1965); Frederickson et al. (2016); Kast &
Rosenzweig (1985; Katz & Kahn (1978); Lawrence &
Lorsch (1967); Peters (2018); Pollitt & Bouckaert (2017);
Scott (2003); dan Thompson (1967).

Sebagaimana diilustrasikan dalam diagram — yang merupakan
salahsatu novelty buku ini - Siklus 1 menghasilkan output "kurang baik"
yang menjadi pembelajaran penting. Melalui mekanisme feedback dan
evaluasi outcome, sistem kemudian beradaptasi menuju Siklus 2 yang
menghasilkan output "lebih baik", Siklus 3 yang menghasilkan output
"sangat baik" dan seterusnya — sebagai impact jangka panjang -
menuju kesempurnaan dalam proses siklus administrasi publik yang
berkelanjutan. Proses iteratif ini menunjukkan karakteristik sistem
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yang holistik dan integratif, dimana setiap komponen saling
berinteraksi dan mempengaruhi kinerja keseluruhan.

Dalam konteks administrasi publik, teori sistem ini memberikan
kerangka analitis untuk memahami bagaimana kebijakan (input)
diproses melalui birokrasi (process) - yang dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal - menghasilkan layanan publik (output), dengan
evaluasi kinerja (feedback) dan dampak sosial (outcome)
berkelanjutan - sebagai impact Siklus | ke 1I, 1l ke Il dst - untuk
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berjangka panjang.

Studi Empiris dan Relevansi Global

Studi empiris memperkuat relevansi teori sistem dalam memahami
dinamika birokrasi Indonesia. Aneta (2012) menekankan bahwa
administrasi publik modern perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika,
perilaku manusia, dan teknik manajerial dalam satu kerangka sistemik
yang koheren. Integrasi ini penting untuk menghindari fragmentasi
dan memastikan bahwa semua komponen organisasi bekerja secara
sinergis menuju tujuan bersama. Penelitian Ismaya et al. (2022) di
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton
Utara menunjukkan secara konkret bagaimana kualitas masukan
berupa sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana
yang memadai sangat menentukan efektivitas proses pelayanan
infrastruktur. Masukan yang lemah dan tidak berkualitas berujung
pada proses kerja yang tidak optimal dan menghasilkan keluaran
berupa layanan yang rendah kualitas serta kepuasan masyarakat yang
rendah.

Dalam konteks global, teori sistem digunakan untuk menjelaskan
kompleksitas tata kelola lintas batas negara, seperti dalam
penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi,
terorisme, dan migrasi internasional. Kerja sama antarnegara dan
organisasi internasional dilihat sebagai sistem yang saling bergantung,
di mana kegagalan atau keberhasilan satu negara dapat memengarubhi
stabilitas dan efektivitas sistem global secara keseluruhan (Keohane &
Nye, 2011; Rosenau, 1997).

Di Indonesia, teori sistem membantu menjelaskan mengapa berbagai
upaya reformasi birokrasi sering menghasilkan hasil yang tidak
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konsisten atau tidak berkelanjutan. Meskipun terdapat kebijakan
inovatif dan ambisius di tingkat pusat, lemahnya kualitas masukan
seperti sumber daya manusia yang tidak kompeten dan anggaran yang
terbatas, proses kerja yang tidak efisien seperti koordinasi yang lemah
antarinstansi dan birokrasi yang berbelit, serta umpan balik yang tidak
efektif seperti sistem evaluasi yang lemah dan partisipasi publik yang
rendah, membuat keluaran berupa pelayanan publik tidak mencapai
standar yang diharapkan (Dwiyanto, 2011; Prasojo, 2014). Pendekatan
sistem  menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi harus
komprehensif dan menyasar semua komponen sistem, bukan hanya
fokus pada satu aspek tertentu secara parsial.

Kritik dan Keterbatasan Teori

Meskipun memberikan kerangka analisis yang bermanfaat, teori
sistem juga menghadapi berbagai kritik dari para ahli. Pertama,
pendekatan sistem sering dianggap terlalu mekanistik dan
deterministik, seakan-akan organisasi publik bekerja secara netral,
rasional, dan dapat diprediksi seperti mesin. Padahal, dalam
kenyataan empiris, birokrasi sarat dengan kepentingan politik yang
bertentangan, konflik antaraktor, dan asimetri kekuasaan yang
memengaruhi proses pengambilan keputusan (Perrow, 1986;
DiMaggio & Powell, 1983). Kedua, pendekatan sistem cenderung
abstrak dan konseptual, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam
tindakan praktis dan solusi konkret yang dibutuhkan dalam
implementasi kebijakan dan manajemen publik sehari-hari.

Relevansi di Era Digital dan Network Governance

Namun, relevansi teori sistem justru semakin kuat di era digitalisasi
dan transformasi pemerintahan modern. Administrasi publik saat ini
beroperasi dalam ekosistem yang semakin kompleks dan saling
terhubung, yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor
swasta, masyarakat sipil, organisasi internasional, serta berbagai
platform teknologi digital (Fountain, 2001; Margetts & Dunleavy,
2013). Konsep sistem terbuka sangat berguna untuk memahami
dinamika kompleks ini dan merancang strategi yang efektif. Misalnya,
implementasi pemerintahan digital di Indonesia tidak hanya
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bergantung pada teknologi sebagai masukan, tetapi juga pada regulasi
yang mendukung, literasi digital masyarakat, proses adaptasi birokrasi
terhadap teknologi baru, serta umpan balik berupa partisipasi dan
kepuasan warga dalam menggunakan layanan digital.

Teori sistem juga relevan dalam memahami fenomena jejaring tata
kelola atau network governance yang semakin berkembang dalam
administrasi publik modern. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri
tetapi berkolaborasi dengan berbagai aktor dalam jejaring yang
kompleks untuk mengatasi masalah publik yang semakin rumit dan
lintas sektor (Rhodes, 1997; Klijn & Koppenjan, 2016). Pendekatan
sistem membantu memahami dinamika jejaring ini dan merancang
mekanisme koordinasi yang efektif.

“Teori sistem semakin relevan di era digital karena
administrasi publik kini beroperasi dalam ekosistem
kompleks dengan jejaring yang saling terhubung.”

Refleksi dari teori sistem menunjukkan bahwa birokrasi harus
dipahami dan dikelola sebagai organisme hidup vyang terus
berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dinamis.
Efisiensi dan efektivitas administrasi publik tidak bisa dipahami hanya
dari satu aspek atau komponen tertentu, melainkan dari keterkaitan
dan sinergi seluruh komponen sistem yang bekerja secara harmonis
(Kast & Rosenzweig, 1985; Scott, 2003). Dalam konteks Indonesia,
teori sistem menegaskan perlunya reformasi birokrasi yang
komprehensif dan terintegrasi, yang meliputi peningkatan kualitas
masukan seperti kapasitas sumber daya manusia dan teknologi,
perbaikan proses kerja seperti prosedur dan koordinasi, peningkatan
kualitas keluaran seperti layanan dan kebijakan publik, serta
penguatan mekanisme umpan balik seperti evaluasi publik dan
partisipasi warga.

3.4 Teori Pilihan Publik
Perspektif Ekonomi dalam Analisis Politik

Public Choise Theory (teori pilihan publik) lahir pada pertengahan abad
ke-20 sebagai salah satu aliran penting dalam studi administrasi publik
dan ilmu politik yang membawa perspektif ekonomi ke dalam analisis
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fenomena politik dan birokrasi. Berbeda dengan teori klasik yang
menekankan struktur formal, teori perilaku yang menekankan aspek
psikologis, atau teori sistem yang menekankan keterkaitan antarunsur,
teori pilihan publik fokus pada analisis perilaku aktor politik dan
birokrat sebagai individu rasional yang mengejar kepentingan pribadi
dalam kerangka institusi dan aturan tertentu (Buchanan & Tullock,
1962; Downs, 1957). Pendekatan ini menantang asumsi normatif
tradisional bahwa politisi dan birokrat selalu bertindak untuk
kepentingan umum, dengan menunjukkan bagaimana kalkulasi
untung-rugi individual memengaruhi keputusan dan kebijakan publik.

Teori Ekonomi Demokrasi Downs

Fondasi teori ini diletakkan oleh Anthony Downs (1957) dalam
karyanya "An Economic Theory of Democracy"” yang revolusioner.
Downs mengemukakan bahwa perilaku politik dapat dianalisis dengan
kerangka ekonomi mikroekonomi: pemilih berperilaku layaknya
konsumen rasional yang memilih kandidat atau partai politik yang
memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan mereka, sementara
politisi bertindak seperti pengusaha atau produsen yang menawarkan
kebijakan dan program untuk mendapatkan dukungan suara yang
maksimal (Downs, 1957; Riker, 1962). Birokrat pun tidak dilihat
sebagai pelayan publik yang netral dan altruistik, melainkan sebagai
aktor rasional yang berupaya memaksimalkan anggaran, kekuasaan,
prestise, dan kepentingan organisasinya sendiri.

Calculus of Consent Buchanan-Tullock

Karya monumental James Buchanan dan Gordon Tullock yang berjudul
"The Calculus of Consent” (1962) semakin memperkuat dan
memperdalam paradigma teori pilihan publik. Mereka menjelaskan
bahwa keputusan kolektif dalam proses politik merupakan hasil
interaksi  strategis  individu-individu yang rasional, yang
mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum mendukung atau
menolak suatu kebijakan atau kandidat (Buchanan & Tullock, 1962;
Mueller, 2003). Pemikiran mereka melahirkan kerangka analisis baru
yang melihat politik sebagai pasar atau arena pertukaran, di mana
kebijakan publik merupakan hasil tawar-menawar dan pertukaran
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kepentingan antaraktor yang berbeda. Kontribusi Buchanan kemudian
diakui dengan penghargaan Nobel Prize in Economics tahun 1986
untuk pengembangan dasar-dasar teoretis teori pilihan publik.

Konsep Inti dan Elemen Penting

Konsep inti teori pilihan publik mencakup beberapa elemen penting
yang saling berkaitan. Pertama, aksioma kepentingan diri yang
mengasumsikan bahwa semua aktor politik, termasuk pemilih, politisi,
dan birokrat, pada dasarnya termotivasi oleh kepentingan pribadi
mereka, meskipun tidak mengabaikan kemungkinan altruisme dalam
kondisi tertentu (Buchanan, 1975; Tullock, 1967). Kedua, konsep
pencarian rente, yaitu fenomena di mana individu atau kelompok
berusaha memperoleh keuntungan ekonomi atau politik melalui
kebijakan publik tanpa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat
secara keseluruhan (Krueger, 1974; Tullock, 1980). Ketiga, masalah
penumpang gratis, yaitu kecenderungan individu menikmati manfaat
barang publik tanpa berkontribusi pada biaya penyediaannya (Olson,
1965; Hardin, 1968). Keempat, masalah keagenan, yaitu potensi
konflik kepentingan antara birokrat sebagai agen dan publik sebagai
prinsipal akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan (Jensen &
Meckling, 1976; Moe, 1984).

Model Perilaku Birokrat Niskanen

William Niskanen (1971) mengembangkan model perilaku birokrat
yang menjadi kontribusi penting dalam teori pilihan publik. Menurut
Niskanen,  birokrat cenderung  memaksimalkan anggaran
organisasinya karena anggaran yang besar memberikan prestise,
kekuasaan, fasilitas, dan peluang karier yang lebih baik (Niskanen,
1971; Dunleavy, 1991). Model ini menjelaskan mengapa birokrasi
pemerintah sering mengalami pemborosan, inefisiensi, dan
kecenderungan untuk terus berkembang meskipun tidak selalu
dibutuhkan oleh masyarakat.

Teori pilihan publik kemudian menjadi alat analisis yang powerful
untuk memahami berbagai fenomena dalam politik dan birokrasi di
berbagai negara. Misalnya, mengapa birokrat sering lebih memilih
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memperbesar anggaran dan kewenangan organisasinya daripada
meningkatkan efisiensi pelayanan? Mengapa politisi kerap mengambil
kebijakan populis yang tidak berkelanjutan menjelang pemilihan?
Mengapa korupsi dan nepotisme sulit diberantas meskipun ada sanksi
hukum? Jawabannya terletak pada kalkulasi rasional untung-rugi
aktor-aktor tersebut dalam kerangka institusi dan insentif yang ada,
sebagaimana dijelaskan oleh teori pilihan publik (Tullock et al., 2002;
Mitchell & Munger, 1991).

Kritik dan Kontroversi

Namun, teori pilihan publik tidak lepas dari kritik tajam dari berbagai
perspektif. Pertama, asumsi bahwa semua individu berperilaku
rasional dan mementingkan diri sendiri dianggap terlalu reduksionis
dan tidak mencerminkan kompleksitas motivasi manusia yang sering
dipengaruhi nilai-nilai, emosi, norma sosial, dan altruisme (Green &
Shapiro, 1994; Monroe, 1991). Kedua, orientasi berlebihan pada
kepentingan pribadi dinilai dapat mengikis konsep kepentingan
umum, solidaritas sosial, dan semangat pengabdian dalam pelayanan
publik (Kelman, 1987; Perry & Wise, 1990). Ketiga, penerapan logika
pasar ke dalam ranah politik dianggap berisiko karena politik
seharusnya didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan
partisipasi, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi ekonomis (Stone,
1988; Reich, 1988).

Aplikasi Global dan Studi Korupsi

Meski menghadapi kritik, pengaruh teori pilihan publik tetap luas dan
signifikan dalam berbagai bidang studi. Dalam analisis kebijakan, teori
ini digunakan untuk memahami fenomena kegagalan pemerintah,
yaitu situasi ketika intervensi pemerintah justru menciptakan
inefisiensi dan pemborosan akibat perilaku oportunistik birokrat dan
politisi (Wolf, 1979; Le Grand, 1991). Perspektif ini melengkapi teori
kegagalan pasar dengan menunjukkan bahwa pemerintah pun tidak
selalu mampu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah
ekonomi dan sosial.
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Dalam konteks global, teori pilihan publik telah diaplikasikan secara
luas untuk memahami berbagai fenomena seperti aktivitas lobi politik,
praktik korupsi lintas negara, dan desain kelembagaan demokrasi yang
optimal (Persson & Tabellini, 2000; Rose-Ackerman, 1999). Banyak
penelitian menunjukkan bahwa politisi cenderung mengambil
kebijakan jangka pendek yang populer untuk memenangkan
pemilihan, sementara birokrat berusaha mempertahankan status quo
untuk menjaga kepentingan dan stabilitas organisasinya.

“Public Choise Theory menganalisis perilaku politik dan
birokrasi melalui perspektif ekonomi, memandang aktor
politik sebagai individu rasional yang mengejar
kepentingan pribadi dalam kerangka institusional. Teori ini
menantang asumsi konvensional bahwa politisi dan
birokrat selalu bertindak demi kepentingan umum, dengan
menggunakan kalkulasi untung-rugi individual dalam
pengambilan keputusan.”

Relevansi teori pilihan publik juga tampak dalam studi tentang korupsi
sebagai fenomena global. Perilaku koruptif dapat dipahami sebagai
hasil kalkulasi rasional: ketika potensi keuntungan dari tindakan
korupsi lebih besar daripada risiko tertangkap dan dihukum, individu
yang rasional cenderung melakukan korupsi (Klitgaard, 1988; Rose-
Ackerman, 2006). Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa
korupsi sulit diberantas di negara-negara dengan sistem hukum yang
lemah, pengawasan yang rendah, dan budaya impunitas yang kuat.

Konteks Indonesia dan Adaptasi Budaya

Dalam konteks Indonesia, teori pilihan publik memberikan lensa
analitis yang tajam untuk memahami berbagai fenomena politik dan
birokrasi. Nurkhamid (2023) meneliti fenomena perdagangan pakaian
bekas impor dan menunjukkan bahwa konsumen, pedagang, dan
pemerintah semuanya bertindak rasional sesuai dengan kepentingan
masing-masing dalam kerangka peraturan yang ada. Konsumen
mengejar harga murah dan kualitas yang memadai, pedagang mencari
keuntungan maksimal dengan risiko minimal, sementara pemerintah
berusaha mengatur perdagangan sambil mempertimbangkan dampak
politik dari kebijakannya.
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Studi Ramadhan (2023) mengenai kasus korupsi di Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin juga sangat relevan dengan teori pilihan
publik. Penelitian ini menemukan bahwa narapidana korupsi
melakukan kalkulasi untung-rugi dari tindakannya: keuntungan
materi yang sangat besar dari korupsi dinilai lebih dominan dibanding
risiko hukuman yang mungkin diterima. Hal ini memperlihatkan
bagaimana perilaku koruptif sesuai dengan asumsi rasionalitas dalam
teori pilihan publik, di mana individu membuat keputusan berdasarkan
perhitungan biaya dan manfaat.

Meski demikian, penerapan teori pilihan publik di Indonesia juga harus
dikritisi dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Budaya gotong-
royong, solidaritas sosial yang kuat, norma adat yang mengikat, dan
nilai-nilai  religius menunjukkan bahwa perilaku politik dan
administratif tidak selalu rasional dalam pengertian ekonomis sempit
(Antlév, 2003; Erb & Sulistiyanto, 2009). Seringkali keputusan di
tingkat lokal dipengaruhi oleh nilai-nilai komunitas, hubungan
kekerabatan, dan norma sosial yang tidak dapat dijelaskan
sepenuhnya dengan kalkulasi untung-rugi individual.

Era Digital dan Implikasi Kelembagaan

Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia juga memberikan
konteks baru untuk aplikasi teori pilihan publik. Digitalisasi layanan
publik dapat mengurangi ruang untuk pencarian rente dan korupsi
dengan meminimalkan interaksi langsung dan meningkatkan
transparansi (Bertot et al., 2010; Kim, 2014). Namun, implementasi
teknologi digital juga membuka peluang baru untuk perilaku
oportunistik, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan informasi
personal warga.

Refleksi dari teori pilihan publik menegaskan pentingnya desain
kelembagaan yang mampu meminimalkan perilaku oportunistik aktor
politik dan birokrat. Jika diasumsikan bahwa politisi dan birokrat tidak
selalu altruistik dan dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi,
maka tata kelola publik harus dirancang dengan mekanisme insentif
yang mendorong perilaku sesuai dengan kepentingan publik (North,
1990; Ostrom, 1990). Transparansi informasi, akuntabilitas publik,
mekanisme kontrol dan keseimbangan, kompetisi dalam penyediaan
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layanan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting
dalam mengoreksi dan membatasi perilaku oportunistik.

3.5 New Public Management
Respons terhadap Kegagalan Birokrasi Tradisional

New Public Management (NPM) lahir pada dekade 1980-an sebagai
respons terhadap ketidakpuasan luas terhadap model birokrasi
tradisional yang dinilai kaku, lamban, tidak efisien, dan tidak responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma ini berakar kuat pada
filosofi neoliberalisme dan semangat manajerialisme yang
berkembang pesat di negara-negara Anglo-Saxon, terutama melalui
kebijakan reformasi radikal deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi yang
diperkenalkan oleh pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat
dan Margaret Thatcher di Inggris (Hood, 1991; Pollitt, 1990). NPM
membawa semangat kewirausahaan, efisiensi, dan efektivitas sektor
swasta ke dalam sektor publik, dengan orientasi kuat pada hasil kerja,
kinerja yang terukur, dan kepuasan pelanggan sebagai indikator
keberhasilan.

Tujuh Doktrin Hood dan Konseptualisasi NPM

Christopher Hood (1991) menjadi salah satu tokoh kunci yang
merumuskan dan memopulerkan prinsip-prinsip dasar NPM dalam
literatur akademik. Hood mengemukakan tujuh doktrin administratif
utama yang menjadi ciri khas NPM: profesionalisasi manajemen sektor
publik dengan memberikan kebebasan untuk mengelola, penetapan
standar dan ukuran kinerja yang eksplisit dan terukur, penekanan pada
kontrol hasil daripada proses, desentralisasi unit-unit pelayanan publik
untuk meningkatkan fleksibilitas, mendorong kompetisi
antarpenyedia layanan publik, penerapan gaya manajemen sektor
swasta dalam organisasi publik, dan penekanan pada disiplin dan
penghematan dalam penggunaan sumber daya (Hood, 1991; Hood &
Peters, 2004).

Prinsip-prinsip ini kemudian dipopulerkan dan dikembangkan lebih
lanjut oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) melalui karya
berpengaruh mereka "Reinventing Government", yang menekankan

80



Gunawan Undang & Deden Suhendar
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara

perlunya "pemerintahan wirausaha" yang inovatif, efisien, dan
adaptif. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai penyedia tunggal dan
monopolistik layanan publik, tetapi sebagai katalisator dan pengarah
yang mendorong inovasi, persaingan sehat, dan partisipasi aktif sektor
swasta dalam penyediaan layanan publik.

Transformasi Hubungan Pemerintah-Warga

Paradigma NPM mengubah secara fundamental cara pandang
terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika birokrasi
klasik Weber memandang warga sebagai subjek kebijakan yang harus
mematuhi aturan, maka NPM memperlakukan warga sebagai
pelanggan yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan berkualitas
tinggi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Clarke &
Newman, 1997; Du Gay, 2000). Oleh karena itu, kepuasan pengguna
layanan, responsivitas terhadap keluhan, dan orientasi pelayanan
menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan kinerja
organisasi publik. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pilihan
bagi warga untuk memilih penyedia layanan yang terbaik.

Implementasi Global dan Variasi Hasil

Dalam praktik global, NPM menghasilkan beragam inovasi dan
reformasi yang signifikan di berbagai negara maju. Di Inggris, NPM
melahirkan kebijakan revolusioner Next Steps Agencies yang
memisahkan secara tegas fungsi pembuatan kebijakan dari
pelaksanaan layanan operasional, memberikan fleksibilitas manajerial
yang lebih besar kepada agen-agen pelaksana (Greer, 1994; James,
2003). Di Selandia Baru, NPM diterapkan secara radikal dan
komprehensif dengan restrukturisasi besar-besaran kementerian,
penerapan kontrak kinerja yang ketat untuk pejabat senior, dan
program privatisasi yang luas (Boston et al., 1996; Gregory, 2001). Di
banyak negara OECD lainnya, prinsip manajemen berbasis hasil
menjadi arus utama reformasi birokrasi yang diadopsi secara luas
(OECD, 1995; Pollitt & Bouckaert, 2017).
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Namun, penerapan NPM tidak selalu menghasilkan keberhasilan yang
konsisten dan universal. Lapuente dan Van de Walle (2020) dalam
studi komprehensif mereka menunjukkan bahwa NPM menghasilkan
dampak yang sangat bervariasi tergantung pada konteks politik,
budaya administratif, dan kapasitas kelembagaan masing-masing
negara. Di beberapa negara, reformasi NPM berhasil meningkatkan
efisiensi organisasi, kualitas layanan publik, dan kepuasan masyarakat
secara signifikan. Namun di negara lain, NPM justru menimbulkan
fragmentasi organisasi yang berlebihan, melemahnya koordinasi
antarinstansi, menurunnya integrasi kebijakan, dan terkikisnya nilai-
nilai pelayanan publik tradisional (Christensen & Laegreid, 2007;
Gregory, 2003).

“New Public Management lahir pada 1980-an sebagai
respons terhadap birokrasi tradisional yang dinilai
kaku dan tidak efisien. NPM membawa prinsip
manajerialisme sektor swasta ke sektor publik,
menekankan efisiensi, orientasi hasil, dan kepuasan
pelanggan. Paradigma ini mengubah hubungan
pemerintah-warga dari subjek kebijakan menjadi
pelanggan layanan.”

Kritik terhadap Logika Pasar

Kritik utama terhadap NPM adalah terlalu dominannya logika pasar
dan orientasi bisnis dalam sektor publik, yang berisiko mengabaikan
nilai-nilai fundamental demokrasi, keadilan sosial, akuntabilitas publik,
dan kepentingan umum yang seharusnya menjadi prioritas utama
pemerintahan (Terry, 1998; Box, 1999). Kritikus berpendapat bahwa
sektor publik memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan sektor
swasta, sehingga penerapan prinsip manajemen bisnis secara
langsung dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak
diinginkan.

Implementasi di Indonesia Era Reformasi

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip dan filosofi NPM mulai
tampak secara signifikan sejak era reformasi 1998 yang membuka
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ruang luas bagi berbagai eksperimen reformasi birokrasi. Program
reformasi birokrasi nasional mendorong penerapan akuntabilitas
kinerja melalui sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang mengharuskan setiap organisasi pemerintah
menetapkan target kinerja dan melaporkan pencapaiannya,
penerapan kontrak kinerja untuk pejabat senior, serta berbagai sistem
evaluasi pelayanan publik yang mengukur kepuasan masyarakat
(Prasojo, 2014; Dwiyanto, 2011). UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik memperkuat prinsip efisiensi, transparansi,
akuntabilitas, dan orientasi kepada kepuasan pengguna layanan, yang
sangat sejalan dengan semangat dan filosofi NPM.

“Indonesia mulai menerapkan prinsip NPM sejak era
reformasi 1998 melalui program akuntabilitas kinerja dan
UU Pelayanan Publik. Implementasi menunjukkan hasil
yang beragam dengan digitalisasi meningkatkan efisiensi,
namun masih menghadapi kendala resistensi birokrasi dan
keterbatasan infrastruktur.”

Studi empiris menunjukkan implementasi NPM di Indonesia dengan
hasil yang beragam. Tasyah et al. (2021) dalam penelitiannya di
Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penerapan pemerintahan
elektronik menjadi bagian penting dari implementasi NPM di era
normal baru pasca pandemi. Digitalisasi layanan publik terbukti
meningkatkan efisiensi proses, mengurangi biaya operasional, dan
meningkatkan aksesibilitas layanan, meskipun masih menghadapi
hambatan serius dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan
keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah. Edward et al. (2024)
menambahkan temuan penting bahwa resistensi birokrasi sering
menjadi kendala utama dalam implementasi reformasi bergaya NPM.
Pegawai publik kerap menunjukkan perilaku defensif dan penolakan
terhadap perubahan karena khawatir kehilangan kewenangan
tradisional, otoritas yang sudah mapan, atau posisi yang
menguntungkan.

Aplikasi Sektoral: Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan Indonesia, prinsip NPM diterapkan melalui
kebijakan manajemen berbasis sekolah yang memberikan otonomi
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lebih besar kepada sekolah dalam pengelolaan anggaran, kurikulum,
dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan
(Caldwell, 2005; Bandur, 2012). Di sektor kesehatan, konsep Badan
Layanan Umum mencerminkan penerapan prinsip NPM dengan
memberikan fleksibilitas manajerial kepada rumah sakit dan
puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan
masyarakat (Trisnantoro, 2005; Mahendradhata et al., 2017). Namun,
implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kritik serius karena
berpotensi mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan
pendidikan dan kesehatan vyang berkualitas, serta dapat
meningkatkan kesenjangan sosial.

Kritik Akademis Komprehensif

Kritik akademis terhadap NPM cukup tajam dan komprehensif dari
berbagai sudut pandang. Pertama, NPM dianggap terlalu
mengedepankan efisiensi ekonomis sehingga mengabaikan nilai-nilai
substantif administrasi publik yang lebih fundamental, seperti keadilan
sosial, partisipasi warga, equitas, dan kepentingan umum yang
seharusnya menjadi prioritas utama (Frederickson, 1997; Denhardt &
Denhardt, 2000). Kedua, penggunaan indikator kinerja kuantitatif
secara berlebihan sering mendorong perilaku disfungsional dan
manipulatif, di mana birokrat lebih fokus mengejar target angka
daripada substansi dan kualitas layanan yang sesungguhnya (Bevan &
Hood, 2006; Smith, 1995). Ketiga, fragmentasi kelembagaan yang
berlebihan akibat desentralisasi dan penciptaan banyak agen semi-
independen justru menimbulkan masalah koordinasi yang serius,
biaya transaksi yang tinggi, dan melemahnya kapasitas pemerintah
untuk mengatasi masalah kompleks yang memerlukan pendekatan
terintegrasi (Rhodes, 1997; Peters, 2001).

Evolusi menuju Paradigma Baru

Dalam refleksi kontemporer, banyak ahli dan praktisi menilai bahwa
NPM tidak lagi memadai sebagai paradigma tunggal untuk mengatasi
tantangan administrasi publik abad ke-21. Kompleksitas masalah
publik yang semakin meningkat, tuntutan digitalisasi yang cepat,
perubahan iklim global, pandemi, ketimpangan sosial yang melebar,
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dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap partisipasi dalam
pengambilan keputusan menuntut paradigma yang lebih kolaboratif,
inklusif, dan berkelanjutan (Osborne, 2006; Torfing et al., 2012).
Karena itu, konsep tata kelola kolaboratif dan New Public Service (NPS)
muncul sebagai paradigma pelengkap atau bahkan alternatif yang
menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor, partisipasi warga,
serta nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

“NPM dianggap tidak memadai menghadapi tantangan
kontemporer, mendorong munculnya paradigma
kolaboratif. Namun, warisan NPM tetap relevan, terutama
dalam transformasi digital dan reformasi birokrasi
Indonesia modern.”

Meski demikian, warisan dan kontribusi NPM tetap penting dan
relevan dalam pengembangan administrasi publik modern. Penekanan
pada efisiensi operasional, akuntabilitas kinerja yang terukur, orientasi
kepada kepuasan pengguna layanan, dan semangat inovasi manajerial
merupakan kontribusi signifikan yang tidak dapat diabaikan begitu saja
(Lynn, 2006; Walker et al., 2011). Di Indonesia, semangat NPM terus
hidup dan berkembang dalam berbagai kebijakan reformasi birokrasi,
program digitalisasi layanan publik yang semakin masif, sistem
evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik yang terus dilakukan.

Transformasi Digital dan Revitalisasi NPM

Transformasi digital memberikan momentum baru bagi revitalisasi
prinsip-prinsip NPM dalam konteks yang lebih modern dan sesuai
dengan perkembangan teknologi. Platform digital memungkinkan
implementasi prinsip orientasi pelanggan secara lebih efektif melalui
layanan 24/7, personalisasi layanan, dan sistem umpan balik real-time
(Dunleavy et al.,, 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). Namun,
digitalisasi juga menuntut perhatian lebih besar terhadap isu-isu
kesetaraan akses, perlindungan data pribadi, dan kesenjangan digital
yang dapat memperburuk kesenjangan sosial.

Refleksi atas pengalaman penerapan NPM di berbagai negara
menegaskan bahwa administrasi publik modern harus mampu
menyeimbangkan antara efisiensi manajerial dengan nilai-nilai
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demokratis yang fundamental. Tanpa keseimbangan yang tepat ini,
risiko reduksi pelayanan publik menjadi semata-mata komoditas pasar
dan mengabaikan aspek keadilan sosial akan semakin besar (Pierre,
1995; Vigoda, 2002). Oleh karena itu, integrasi selektif prinsip-prinsip
NPM dengan paradigma tata kelola kolaboratif dan NPS menjadi jalan
tengah yang menjanjikan untuk membangun administrasi publik yang
efektif, efisien, sekaligus demokratis dan berkeadilan sosial.

3.6 Tatakelola Pemerintahan dan New Public Service
Paradigma Demokratis dan Partisipatif

Pergulatan teoritis administrasi publik pada akhir abad ke-20 dan awal
abad ke-21 melahirkan paradigma baru yang menekankan pentingnya
nilai demokrasi, partisipasi aktif warga, dan kolaborasi antarsektor
dalam penyelenggaraan urusan publik. Jika teori klasik menekankan
struktur dan hierarki, teori perilaku menekankan aspek psikologis
individu, teori sistem menekankan keterkaitan holistik, teori pilihan
publik menekankan rasionalitas kepentingan, dan NPM menekankan
efisiensi manajerial, maka governance paradigm dan NPS hadir untuk
mengembalikan fokus administrasi publik pada nilai-nilai fundamental
demokrasi dan kepentingan warga negara sebagai pemilik kedaulatan
yang sesungguhnya (Pierre & Peters, 2000; Rhodes, 1997). Paradigma
ini berkembang sebagai respons kritis terhadap keterbatasan NPM
yang dinilai terlalu berorientasi pasar dan mengabaikan nilai-nilai
publik yang esensial.

Konsep Governance dan Multi-aktor

Konsep tatakelola merujuk pada proses pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai
sektor: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta
sebagai penyedia layanan dan investor, masyarakat sipil sebagai
pengawas dan advokat, serta komunitas lokal sebagai penerima
manfaat dan mitra (Kooiman, 1993; Stoker, 1998). World Bank (1992)
memperkenalkan dan mempopulerkan istilah tata kelola yang baik
untuk menggambarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik:
transparansi dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas
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kepada publik, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan,
efektivitas dalam pencapaian tujuan, dan supremasi hukum yang
konsisten (World Bank, 1994; Kaufmann et al., 1999).

“Governance Paradigm dan New Public Service muncul
sebagai respons terhadap keterbatasan NPM, menekankan
nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif warga, dan
kolaborasi antarsektor. NPS mengutamakan filosofi
"melayani, bukan mengarahkan.”

UNDP (1997) memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa good
governance tidak hanya soal kapasitas teknis negara dalam mengelola
urusan publik, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dan bermakna
bagi masyarakat dalam proses mengarahkan pembangunan dan
mengawasi kinerja pemerintah. OECD (2021; 2023) dalam berbagai
laporannya menegaskan bahwa tatakelola pemerintahan abad ke-21
harus bersifat adaptif terhadap perubahan, partisipatif dalam proses
pengambilan keputusan, dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi
digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keterlibatan publik.

New Public Service: Melayani, Bukan Mengarahkan

NPS - yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Janet dan Robert
Denhardt (2000, 2003) - sebagai alternatif kritis terhadap NPM,
melengkapi paradigma pemerintahan dengan menekankan filosofi
pelayanan publik yang genuinely democratic dan berorientasi pada
kepentingan umum. Prinsip utama NPS adalah "serving, not steering",
yang berarti pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengendali
atau pengarah seperti dalam paradigma NPM, tetapi sebagai pelayan
yang memfasilitasi artikulasi dan agregasi aspirasi warga serta
membantu mewujudkan kepentingan bersama (Denhardt & Denhardt,
2003; Box et al., 2001). Dalam paradigma NPS, warga dipandang bukan
sebagai pelanggan yang pasif seperti dalam NPM, melainkan sebagai
warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi
aktif dan bermakna dalam proses perumusan kebijakan, implementasi
program, dan evaluasi kinerja pemerintah.

“Paradigma governance dan NPS muncul sebagai kritik
terhadap NPM yang terlalu berorientasi pasar. Pendekatan
ini menekankan demokrasi, partisipasi warga, dan
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kolaborasi multi-aktor. NPS mengutamakan filosofi
"melayani, bukan mengarahkan," memandang warga
sebagai subjek aktif dalam perumusan kebijakan, bukan
sekadar pelanggan pasif.”

Prinsip Fundamental New Public Service

Denhardt dan Denhardt (2003) merumuskan beberapa prinsip
fundamental NPS yang membedakannya dari paradigma sebelumnya:
pertama, melayani warga negara, bukan pelanggan, dengan
menghormati hak-hak sipil dan politik mereka; kedua, menempatkan
kepentingan publik sebagai hasil dari proses dialog demokratis yang
inklusif, bukan sebagai agregasi kepentingan individual; ketiga,
menghargai kewarganegaraan dan partisipasi sebagai nilai intrinsik
demokrasi; keempat, membangun kolaborasi dan kemitraan
antarsektor dalam mengatasi masalah publik; kelima, memperkuat
akuntabilitas publik yang multidimensional; dan keenam,
menekankan nilai-nilai keadilan sosial, equitas, dan kepedulian
terhadap kelompok marginal (Denhardt & Denhardt, 2007; Vigoda,
2003). Dengan prinsip-prinsip ini, NPS menggeser orientasi
administrasi publik dari sekadar pencapaian efisiensi ekonomis
menuju pelayanan berbasis nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Implementasi Global Collaborative Governance

Praktik global memperlihatkan penerapan yang semakin luas dari
paradigma tatakelola pemerintahan dan NPS di berbagai negara
dengan konteks yang beragam. Di negara-negara Eropa, banyak
pemerintah mendorong tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan isu-
isu kompleks seperti lingkungan hidup, perubahan iklim, kesehatan
masyarakat, dan pendidikan yang memerlukan koordinasi lintas sektor
dan partisipasi multi-pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008;
Emerson et al., 2012). Di Korea Selatan, pemerintah mengintegrasikan
prinsip tatakelola pemerintahan dengan pemerintahan digital untuk
memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas melalui
platform teknologi yang canggih (Kim & Lee, 2012; Moon, 2002).
Singapura mengadopsi pendekatan menyeluruh pemerintahan yang
menekankan  koordinasi  holistik  lintas lembaga  dalam
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penyelenggaraan kebijakan publik untuk mengatasi kompleksitas
masalah kontemporer (Ho, 2008; Neo & Chen, 2007).

Penerapan di Indonesia: UU Pelayanan Publik dan Ombudsman

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip pemerintahan dan NPS
tampak dalam berbagai kebijakan dan inovasi reformasi pelayanan
publik selama dua dekade terakhir. UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik secara eksplisit menegaskan hak masyarakat untuk
memperoleh layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,
serta hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan standar layanan dan
proses evaluasi kinerja pemerintah (Dwiyanto, 2011; Kurniawan,
2018).

“NPM dianggap tidak memadai menghadapi tantangan
kontemporer, mendorong munculnya paradigma
kolaboratif. Namun, warisan NPM tetap relevan, terutama
dalam transformasi digital dan reformasi birokrasi
Indonesia modern.”

Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas
eksternal yang independen, menjamin akuntabilitas birokrasi dan
memberikan mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat terhadap
pelayanan publik. Swastika et al. (2022) dalam penelitiannya
mencontohkan peran strategis Ombudsman Jawa Tengah dalam
penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pendidikan, yang
mencerminkan implementasi konkret prinsip akuntabilitas publik dan
responsivitas pemerintah sebagai elemen kunci good governance.

Digitalisasi dan Demokratisasi Pelayanan

Digitalisasi pelayanan publik juga menjadi bagian penting dari integrasi
tatakelola pemerintahan dan NPS dalam konteks Indonesia
kontemporer. Irfan dan Anirwan (2023) dalam kajian mereka
menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis digital tidak hanya
meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, tetapi juga
memperkuat transparansi proses pengambilan keputusan dan
membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam
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mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Digitalisasi dalam
perspektif pemerintahan dan NPS bukan hanya soal peningkatan
efisiensi administratif seperti dalam paradigma NPM, tetapi juga
tentang pemberdayaan warga untuk ikut serta aktif dalam proses
pemerintahan dan demokratisasi layanan publik.

Konteks Daerah Khusus dan Sensitivitas Budaya

Dalam konteks daerah khusus yang memiliki karakteristik unik, Tabuni
et al. (2021) menyoroti implementasi kebijakan otonomi khusus di
Papua dalam bidang pendidikan yang menunjukkan pentingnya
adaptasi prinsip tatakelola pemerintahan terhadap konteks sosial-
budaya lokal. Penelitian mereka mengungkap bahwa kebijakan publik
yang efektif harus disesuaikan dengan nilai-nilai, norma, dan struktur
sosial masyarakat setempat. Pemerintahan dalam konteks ini
menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif budaya, agar
pelayanan publik tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga
legitimate secara sosial dan adil bagi seluruh komunitas, termasuk
masyarakat adat vyang sering terpinggirkan dalam proses
pembangunan.

Tantangan Implementasi dan Keterbatasan

Meskipun governance paradigm dan NPS menawarkan kerangka
normatif yang menarik, implementasinya me